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% Sistem kerjasama vang baik dalam mencapai  tujuan jauh lebih

menguntungkan daripada sama-sama hanya kerja secara mandiri

(IB. Adnidjana)

FEMINA 1998, hal 21
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Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Bank Indonesia
ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur
peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Suatu kelancaran sistem
pembayaran, sangat penting bagi pelaksanaan, kebijakan moneter, sehingga pada
Bank Indonesia diberi tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, maka Bank
Indonesia periu diberi kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam
mengatur dan melaksanakan kegiatan kliing dan jasa transfer dana, serta
penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

Dalam aktivitasnya sebagai penyelenggara kliring yang keberadaannya
makin dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar lalu lintas giral atas peredaran
surat-surat berharga, keberadaan kliring di Indonesia sangat penting artinya dalam
menambah efisiensi peredaran surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro, nota
debet, nota kredit dan sebagainya, sehingga baik dalam peredaran, perhitungan
maupun pada penyelesaian hutang piutang antar bank dapat dilakukan dengan
cepat dan hemat tenaga, biaya, maupun waktunya. Lembaga kliring ini mulai ada
sejak tahun 1967. Sebelum adanya kliring perhitungan penyelesaian hutang
piutang yang menyangkut banyak bank akan memerlukan waktu cukup lama, dan
biaya vang besar. Hal ini disebabkan masing-masing pihak sebagai pemegang
kuasa atau wakil dari pihak pemegang surat berharga akan menghubungi satu
persatu pihak yang ada dalam surat berharga tersebut.

Bank Indonesia merupakan badan pelaksana kliring tersebut. Pelaksanaan
kliring dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga bank-bank pemerintah yang telah
ditunjuk oleh Bank Indonesia. Hal ini dapat terjadi apabila di dacrah tersebut tidak
terdapat Bank Indonesia. Bank Indonesia cabang Jember wilayah kerjanya
meliputi Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Mengingat daerah
Situbondo dan Banyuwangi jaraknya terlampau jauh dengan Jember sehingga

tidak efektifnya waktu, biaya dan tenaga apabila setiap hari harus datang ke Bank

Indonesia cabang Jember untuk melaksanakan kliring maka Bank [ndonesia
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menunjuk bank pemerintah untuk melaksanakan kliring di daerah tersebut.

Adapun bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia adalah Bank

Mandiri. Dalam tugasnya bank pemerintah tersebut harus memberikan laporan

tiap akhir bulan pada Bank Indonesia. Pelaksanaan kliring dilakukan sebanyak 2

tahap, yaitu:

1) Kliring penyerahan (Kliring I), dilakukan pada jam kerja setiap hari, yaitu
Senin sampai Jum’at dari jam 11.00 WIB sampai 13.00 WIB;

2) Kliring retour (Kliring II). dilakukan pada jam kerja setiap hari dari jam 14.00
WIB sampai jam 16.00 WIB.

Di dalam pelaksanaan kliring tersebut juga timbul permasalahan.
Permasalahan yang ada diakibatkan oleh penolakan retour yang diakibatkan oleh
cek kosong, bilyet giro kosong, dan alasan lainnya. Berdasarkan rekapitulasi
laporan periode tahun 2001 yang diikuti oleh 32 peserta, rata-rata penolakan
retour yang diakibatkan oleh bilyet giro kosong per bulannya vaitu 103 lembar
surat berharga dan nominalnya adalah 735.99. Dan yang diakibatkan oleh cek
kosong rata- rata per bulannya yaitu 30 lembar dan nominalnya 325.73.
Sedangkan yang diakibatkan oleh alasan tertentu rata- rata per bulannya vaitu 71
lembar dan nominalnya 778.70 ( lihat lampiran ). Permasalahan yang sering
terjadi adalah kalah kliring, seperti yang terjadi pada Bank Summa dan Bank
Lippo.

Dalam praktek perbankan, sebenarnya masalah menang atau kalah kliring
merupakan hal biasa dan wajar terjadi dalam suatu mekanisme transaksi uang
giral. Apabila permasalahan kalah kliring ini tidak dapat diselesaikan dengan cara
self liquiditing, asset sale ability, new fund, borrower earning flows, call money,
discount window, maka bank vang kalah kliring tersebut dapat dilikuidasi oleh

Bank Indonesia .
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dan didukung letak geografis yang
sangat strategis, yaitu diantara dua benua dan dua samudra. Hal ini akan
mempengaruhi  berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara baik di daiam konteks nasional maupun internasional. Di dalam
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 dengan melaksanakan amanat GBIIN, schingga Indonesia membutuhkan
berbagai sarana dan prasarana yang akan menunjang pencapaian tujuan
pembangunan nasional sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pembukaan
UUD 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang
berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutanakan persatuan dan
kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara
dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam aspek kehidupan bangsa oleh
penyclenggara negara. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan
kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan,
berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
tehnologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global yang dalam
pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal
untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan,
sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya (GBHN 1999 : TAP
MPR NOMOR IV/MPR/1999).

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan yang diharapkan dapat
mendukung peningkatan sektor ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu peranan
perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam
menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada rasyarakat dengan lebih
memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan
prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil, dan menengah yang umumnya

oerdomisili di wilayah pedesaan serta berbagai lapisan masyarakat tanpa

1
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diskriminasi  sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional
(Penjelasan Umum UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter dan menjaga stabilitas
nilai rupiah, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan
pembinaan perbankan diharapkan mampu melaksanakan secara baik. Salah satu
tugas lain sebagai clearing house atau lembaga Kliring vang kegiatannya telah
dilakukan sejak tahun 1967 dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No. 3/Kep.Dir. Bl/tanggal 1 Maret 1967.

Bank Indonesia dalam menjalankan kebijaksanaan Dewan Moneter dalam
arti luas, bertujuan untuk melakukan pengendalian atas jumlah uang yang beredar,
tingkat suku bunga perbankan dan tingkat inflasi serta mendorong perbaikan
pendapatan nasional. Berkaitan dengan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral
maka Bank Indonesia juga menjadi ketua penyelenggara lembaga kliring bank-
bank yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Kliring adalah penyelesaian
pembayaran secara giralisasi. Adapun tujuan yang diinginkan dengan dibentuknya
lembaga kliring adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta
pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank (Achmad Anwari,
1985:13).

Adapun pengertian lembaga kliring adalah suatu lembaga dari Bank
Sentral yang mengatur tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat
berharga dan surat dagang diantara bank peserta kliring dengan cara yang mudah,
aman, dan cepat (Emmy Pangaribuan, 1982:204).

Sebelum adanya lembaga kliring, perhitungan penyelesaian hutang piutang
yang menyangkut banyak bank akan memerlukan waktu yang cukup lama, biaya
yang cukup besar serta tenaga yang kurang efisien, karena dari masing-masing
pthak bank sebagai pemegang kuasa atau wakil dari pihak pemegang surat
berharga akan menghubungi satu persatu pihak-pihak bank yang tertulis di dalam
surat berharga. Hal ini tentunya akan menghambat proses dalam penyelesaian
perhitungan hutang piutang antar bank dan menghambat operasional dari bank itu
sendiri. Sehingga diperlukan suatu lembaga atau wadah yang akan menampung

segala aktifitas yang timbul di dalam proses peredaran surat berharga dalam
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masyarakat. Di dalam hal ini penyelenggaraan kliring di dalamnya juga terdapat
inter bank call money. Hal ini bisa terjadi apabila terjadi kalah atau menang di
dalam perhitungan kliring. /nter bank call money diatur dalam SEB1/6/22/UPUM
Tahun 1974.

Upaya untuk mempermudah dan memperlancar keadaan ekonomi
keuangan dengan cara memindahbukukan merupakan sarana yang sangat
berpengaruh pada efisiensi peredaran surat-surat berharga sebagai surat perintah
membayar oleh bank penerbit yang ada dalam masyarakat sangat diperlukan
karena surat berharga merupakan suatu alat pembayaran yang berfungsi praktis.

Dengan cara pemindahbukuan ini, maka penyelesaian hutang piutang yang
timbul dapat dilakukan lebih cepat, aman, murah, dan manfaat yang timbul dalam
pemindahbukuan melalui lembaga kliring tidak berbentuk vuang tunai, akan tetapi
merupakan surat berharga. Dikatakan cepat karena perintah membayar itu
langsung dimasukkan ke dalam rekening yang menerima, murah karena biaya
yang diperlukan tidak besar, cukup untuk dilakukan tukar menukar surat berharga
dalam bentuk surat perintah untuk membayar pada bank yang bersangkutan
(Emmy Pangaribuan, 1982:9).

Lembaga kliring merupakan lembaga penunjang perbankan yang dibentuk
berdasarkan kebutuhan di dalam perkembangan ekonomi nasional yang menuju
kepada bentuk perekonomian yang maju dan semakin global sehingga masyarakat
dapat memanfaatkan segala fasilitas dan sarana yang dapat mempermudah di
dalam melakukan segala aktifitas yang timbul di dalam perputaran surat-surat
berharga dengan menggunakan fasilitas lembaga kliring.

Lembaga kliring ini diadakan sejak tahun 1967 sehingga dilihat dan
efisiensi peredaran surat berharga sejak adanya lembaga kliring berdasarkan
perputaran kliring Se wilayah kerja kantor Bank Indonesia cabang Jember periode
tahun 2001 yang diikuti oleh 32 peserta maka rata- rata per bulan 34.375 lembar
dan nominalnya 732 349, sehingga rata- rata per harinya sebanyak 1.657 lembar

dan nominalnya sebesar 35.294 ( lihat lampiran ).
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih
lanjut di dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:
“ TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN LEMBAGA KLIRING SEBAGAI
SARANA EFISIENSI PEREDARAN SURAT-SURAT BERHARGA (Studi
di Bank Indonesia Cabang Jember).”

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup di sini digunakan untuk memberikan batasan- batasan
guna menghindan salah pengertian dan juga meluasnya pembahasan. Selanjutnya
penulis membatasi ruang lingkupnya dalam hal keberadaan lembaga Kkliring
sebagai sarana efisiensi peredaran surat- surat berharga (studi di Bank Indonesia
cabang Jember) yang sesuai dengan salah satu tugas daripada Bank Indonesia
yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

1.3. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang vang telah diuratkan di atas, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. bagaimana pelaksanaan kliring di Bank Indonesia cabang Jember ?
2. apa yang menjadi hak dan kewajiban masing- masing pihak di dalam
pelaksanaan kliring ?
3. kendala- kendala apa yang timbul di dalam pelaksanaan kliring antar bank

serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya ?

1.4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, adalah :
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1.4.2

[

untuk memenuhi salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis
guna mencapal gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Jember :

untuk memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran baik kepada
pemerintah, praktisi hukum, akademis, dan masyarakat pada umumnya

dalam bidang ilmu hukum.

Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai :
untuk mengetahui tentang pelaksanaan kliring di Bank Indonesia cabang
Jember ;
untuk mengetahui hak dan kewajiban masing- masing pihak di dalam
pelaksanaan kliring tersebut ;
untuk mengetahui kendala- kendala yang timbul dalam pelaksanaan kliring

antar bank dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

1.5. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor yang sangat penting di dalam setiap

penulisan karya ilmiah dan digunakan sebagai cara untuk dapat menemukan,

mengembangkan, dan juga untuk menguji kebenaran serta untuk menjalankan

prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5.1.

Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan masalah yang digunakan

adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan

menggunakan ketentuan perundang- undangan yang berlaku atau metode

pendekatan hukum doktrinal yaitu teori- teori hukum dan pendapat- pendapat para

sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan (Soemitro,
1998:24).
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1.5.2. Sumber Data

(R

1.5.3.

cara :

1.54.

Sumber data yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah :
Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data untuk memperoleh data primer secara
langsung dan penelitian lapangan berupa hasil wawancara dan konsultasi
dengan pihak yang berwenang. Dalarn hal ini konsultasi dilakukan secara
langsung dengan pihak bagian kliring di Bank Indonesia cabang Jember.
Sumber Data Sekunder '
Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis yang diperoleh dengan
melakukan penelitian kepustakaan yaitu literatur, peraturan perundang-

undangan, dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang
diteliti (Soemitro, 1998:20).

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan

Studi Literatur

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajan
literatur dan juga peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan
rumusan masalah keberadaan lembaga kliring sebagai sarana efisiensi
peredaran surat- surat berharga (studi di Bank Indonesia cabang Jember).
Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengadakan wawancara dengan pihak bagian kliring, dalam hal ini adalah

pihak Bank Indonesia cabang Jember.

Analisa Data

Sebelum dilakukan analisa data maka data yang diperoleh dari berbagai

sumber tadi dikumpulkan, disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan,

selanjutnya dilakukan analisa terhadap data- data tersebut. Di dalam melakukan

analisa terhadap data tersebut digunakan metode deskriptif kualitatif.
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Metode deskriptif kualitatif adalah metode untuk memperoleh gambaran
suatu permasalahan yang tidak berdasarkan pada angka- angka, melainkan
berdasarkan pada suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku dan
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Agar diperoleh hasil analisa yang
baik, maka digunakan metode berpikir deduktif’

Metode berpikir deduktif adalah suatu metode analisa yang berangkat dari
pengetahuan yang bersifat umum untuk meniiai suatu kejadian khusus. Data yang
sudah dianalhisis selanjutnya dibahas yang dimulai dari permasalahan yang bersifat
umum menuju permasalahan yang bersifat khusus untuk memperoleh suatu

kesimpulan (Soemitro, 1998:98).
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I1. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDAS /

2.1 Fakta

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah
mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ckonomi dan moneter,
sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat
inflasi yang terkendali. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank
Indonesia ditunjuk sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan
mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Berhubung
kelancaran sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan
moneter, kepada Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara
efektif, kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab
vang luas dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer
dana, serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank (penjelasan UU
No. 23 Tahun 1999).

Pelaksanaan kliring dapat dilakukan oleh Bank Indonesia ataupun bank-
bank yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia itu sendiri dimana daerah tersebut
tidak terdapat Bank Indonesia. Perputaran kliring rata-rata per hari 1.657 lembar
surat berharga dan nominalnya adalah 35. 294, sehingga rata-rata per bulannya
terdapat 34.375 lembar surat berharga dan nominalnya 732. 349 (menurut data
sewilavah kerja kantor Bank Indonesia Jember periode tahun 2001). Dan
berdasarkan rekapitulasi laporan periode tahun 2001, daerah Jember rata-rata 931
lembar surat berharga dan nominalnya 7132.53, daerah Banyuwangi rata-rata
terdapat 541 lembar surat berharga dan nominalnya 3143.56, daerah Situbondo
rata-rata 185 lembar surat berharga dan nominalnya berjumlah 947.65 (lihat
lampiran).

Di dalam pelaksanaan kliring juga dapat terjadi permasalahan.
Permasalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan penolakan retour. Penolakan

retour dapat terjadi karena cek kosong rata-rata per hari 1 lembar surat berharga

I
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dan rominalnya 15.70. Dikarenakan bilyet giro kosong rata-rata per hari 5 lembar
surat berharga dan neminalnya 35.47, dan disebabkan alasan lainnya rata-rata per
hari 3 lembar surat berharga dan nominalnya 37.53 Penolakan retour berdasarkan
rekapitulasi laporan, daerah Jember dikarenakan cek kosong selama tahun 2001
tidak pernah terjadi dan nominalnya 7.47, bilyet giro rata-rata 3 lembar surat
berharga dan nominalnya 21.17, dan alasan lainnya rata-rata 3 lembar surat
berharga dan nominalnya 28 91 (lihat lampiran).

Dacrah Banyuwangi, karena cek kosong rata-rata 1 lembar surat berharga
dan nominalnya 7.95, bilyet giro rata-rata 1 lembar surat berharga dan nominalnya
9.01, dan alasan lainnya rata-rata 1 lembar surat berharga dan nominalnya 6.63.
Daerah Situbondo, karena cek kosong rata-rata tidak terjadi dan nominalnya 0.28,
bilyet giro rata-rata 1 lembar surat berharga dan nominalnya 5.29, dan alasan
lainnya tidak ada dan nominalnya 1.98 (lihat lampiran).

Adapun kendala yang dapat terjadi dalam peredaran surat- surat berharga
adalah kalah kliring. Bank yang dinyatakan kalah kliring oleh Bank Indonesia
adalah Bank Summa pada tahun 1993, dan pada tanggal 3 November 1995 Bank
Lippo juga mengalami kalah kliring (Surabaya Post, 8 November 1995).

Suatu bank dinyatakan kalah kliring bila jumlah nominal warkat debet
yang diterimanya serta warkat kredit yang diserahkan lebih besar daripada jumlah
nominal warkat kredit yang diterimanya dan jumlah warkat debet yang
diserahkan, sehingga saldo yang ada di Bank Indonesia tidak cukup untuk
menutupnya.

Dalam praktek perbankan, masalah kalah menang dalam kliring
merupakan hal hiasa dan wajar terjadi dalam suatu mekanisme transaksi uang
giral. Dan apabila peserta bank kliring tersebut kalah, maka ada beberapa cara
untuk mengatasinya, yaitu:

1. meminta transfer dari kantor pusat atau cabangnya yang lain;
2. mencari pinjaman di pasar uang antar bank:

3. meminta permohonan fasilitas diskonto pada Bank Indonesia.
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2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

|. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

a.

a.

C.

Pasal 1 angka 2; berbunyi sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.

Pasal 1 angka 3; berbunyi sebagai berikut:

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan.

Pasal 1 angka 10; berbunyi sebagai berikut: *

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham. Obligasi,
sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu
kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam

pasar modal dan pasar uang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:

Pasal 4 ayat 1. berbunyi sebagai berikut: -

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia

Pasal 16, berbunyi sebagai berikut:

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata
uang rupiah dan atau valuta asing.

Pasal 17 ayat 1; berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan
atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan

persetujuan Bank Indonesia.
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d. Pasal 17 ayat 2; berbunyi sebagai berikut:
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan
dengan peraturan Bank Indonesia.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000
tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PB1/1999
tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi
pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal.

4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/4/DASP/1999 tanggal 29 November
1999  tentang pemberian persetujuan terhadap pihak lain  untuk
menyelenggarakan kliring di daerah yang tidak terdapat kantor Bank

Indonesia.
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2.3 Landasan Teori
2.3.1. Pengertian Sistem Moneter di Indonesia
A. Kedudukan Sistern Moneter Dalam Sistem Keuangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, moneicr adalah mengenai atau
berhubungan dengan keuangan. Sedang sistem moneter menurut Marhainis dalam
bukunya Hukum Perbankan di Indonesia (1990:150) adalah ketentuan-ketentuan
yang menetapkan rangka gerak dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi
interaksi faktor-faktor moneter dalam suatu negara.

Dilihat dari bidang moneter, maka lembaga-lembaga didalam sistem
keuangan Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua macam vyaitu sistem
moneter dan yang diluar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari lembaga-
lembaga yang menciptakan uang kartal dan uang giral. Lembaga tersebut terdiri
dari Bank sentral dan bank-bank pencipta uang giral (BPUG). Dalam UU no.10
tahun 1998 tentang perbankan, BPUG terdin dari Bank Umum yang
diperbolehkan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan deposito,
sedang Bank Perkreditan Rakyat ( BPR ) dikelompokkan diluar sistem moneter
yang didalam kegiatannya tidak menerima simpanan berupa giro, karena BPR
merupakan bank yang tidak dapat menciptakan uang.

Sistem moneter di Indonesia mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan
suatu mekanisme lalu-lintas pembayaran yang efisien sehingga dapat menjadi
penghubung antar penyimpan dana. Disamping itu sistem moneter juga termasuk
lembaga keuangan yang merupakan sarana untuk melakukan pembentukan dana
alokasi tabungan masyarakat, dan ada sarana lain seperti kebijaksanzan fiscal
yaitu penyisihan keuntungan dari perusahaan.

Berdasarkan Undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan, sistem
keuangan Indonesia terdiri Bank Sentral, Bank Umum, Bank Umum Swasta,
Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Rural, Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB), lembaga pembiayaan (easing) dan lembaga keuangan lainnya,

Jadi pada dasarnya lembaga keuangan merupakan perantara (financial

intermediary) dari pihak yang kelebihan dan pihak yang kekurangan dana.
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B. Kelembagaan Dan Fungsi Sistem Moneter
1. Bank Sentral

Bank Indonesia memiliki eksistensi sebagai Bank Sentral yang
diamanatkan oleh Undang-undang dasar 1945 vang kemudian diatur dalam
Undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam perkembangan
perekonomian nasional yang senantiasa bergerak dengan cepat, adanya tantangan
yang semakin kompleks sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan
dibidang ekonomi termasuk tentang Bank Sentral. Oleh karena itu Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1968 yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan
keadaan sehingga diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia. Dengan diubahnya Undang-undang tersebut diharapkan kondisi
perbankan Indonesia semakin membaik.Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan
tahunan Bank Indonesia tahun 2000 yang menunjukkan bahwa, kondisi perbankan
di Indonesia menunjukkan perbaikan seiring dengan membaiknya keadaan
perekonomian di Indonesia. Hal ini merupakan hasil dari berbagai langkah
restrukturisasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh
Bank Indonesia itu sendiri.

Di dalam sistem perbankan yang ada, Bank Indonesia memiliki posisi
yang khusus, hal ini dikarenakan setiap negara hanya memiliki satu Bank Sentral
sebagai wakil pemerintah. Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7 UU no.23 Tahun 1999).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas sebagai berikut :
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ;
b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

c. mengatur dan mengawasi bank.

Berdasarkan pasal 10, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang :
a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju

inflasi vang ditetapkannya
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b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang
termasuk tetapi tidak terbatas pada :
1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing ;
2) penetapan tingkat diskonto ;
3) penetapan cadangan wajib minimum ;

4) pengaturan kredit atau pembiayaan.

Bank Indonesia juga dapat memberikan kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank
lain untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank tersebut.

Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan nilai berdasarkan sistem nilai tukar
yang telah ditetapkan, mengelola cadangan devisa juga dapat menyelenggarakan
survei secara berkala.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
Bank Indonesia berwenang : (pasal 15)

a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan
jasa sistem pembayaran ;

b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan
laporan tentang kegiatannya |

¢. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam
mata uang rupiah atau valuta asing, menyelenggarakan penyelesaian akhir
transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
Bank Indonesia juga berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan
dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat
pembayaran yang sah, juga dapat mencabut dan menarik uang rupiah dan
peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

Untuk melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank
Indonesia menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan
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bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (pasal 24).
Dari rincian tugas diatas maka dapat disimpulkan, bahwa Bank Indonesia
sebagai Bank Sentral mempunyai 5 fungsi yaitu :
1. melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter :
2. menertibkan alat pembayaran yang sah dan memelihara sirkulasinya :
3. memelihara rekening pemerintah dan melaksanakan hubungan keuangan bagi
pemerintah :
4. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perkreditan dan perbankan :
5. memperluas, memperlancar dan mengatur lalu-lintas pembayaran giral dan
menyelenggarakan kliring antar bank.

(makalah studi lapangan di Bank Indonesia wilayah DIY, Semarang 1995).

Berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 1999, Bank Indonesia
merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan
pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas
diatur (pasal 4 ayat 2). Sebagai badan hukum didalam melaksanakan tugasnya,
Bank Indonesia dipimpin oleh seorang Dewan Gubernur (pasal 36). Dewan
Gubernur ini terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan
sekurang- kurangnya 4 orang atau sebanyak- banyaknya 7 orang Deputi Gubernur.
Dewan Gubernur ini dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior

sebagai wakil.

2. Perbankan
1) Jenis Bank
Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 1998
tentang perbankan, bank menurut jenisnya terdiri dari :
a. Bank Umum ;
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Di dalam ayat 2 disebutkan bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan

diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang
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lebih besar kepada kegiatan tertentu. Diantaranya melaksanakan kegiatan

pembiayaan jangka panjang, pengembangan koperasi, pengembangan ekspor

non migas, pengembangan pembangunan perumahan dan sebagainya.

Dilihat dari segi kepemilikannya, terdiri dari beberapa jenis :

a. bank-bank milik negara terdiri dari :

a. 1. Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-

undang No.13 Tahun 1968, yang kemudian diubah dengan Undang-
undang No.23 Tahun 1999

a.2. Bank Umum Milik Negara :

a. 24k

a23.

a24.

Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) vang didirikan
dengan Undang-undang No.17 Tahun 1968, kemudian diganti
dengan PP No.19 (1992) ;

Bank Dagang Negara (BDN) yang didirikan dengan Undang-
undang No.19 Tahun 1968, kemudian diganti dengan PP
No.20/ 1992 ;

Bank Bumi Daya (BBD) didirikan dengan Undang-undang
No.19 Tahun 1968, diganti dengan PP No.23 / 1992 .

Bank Eksport Import (Bank Exim) didirikan dengan Undang-
undang No.22 / 1992, diganti dengan PP No.22 / 1992:

. Bank Pembangunan Indonesia yang didirikan dengan Undang-

undang Nomor 2 1/prp1960, diganti dengan PP No. 25/1 993
(a 22,a23, a24, a2.5 berdasarkan PP No. 28/1999 di
mergermenjadi Bank Mandiri berdasarkan PP No. 97/1999).

a.2.6. Bank Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengan Undang-
undang No.20 Tahun 1968, diganti dengan PP No.22 / 1992:
a.2.7. Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) didirikan dengan Undang-undang
No. 21 Tahun 1968, diganti dengan PP No.24/1992.
b. Bank Milik Pemerintah Daerah

Dewasa ini Bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank

pembangunan daerah yang terdapat pada setiap daerah Tingkat 1. Dan
bank ini didirikan berdasarkan Undang-undang No.13 / 1962.
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¢. bank-bank milik swasta dapat dibagi menjadi 3 macam :

el

GLZ,

Ci3

bank milik swasta nasional yaitu bank yang seluruh sahamnya
dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum
yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia.
Didirikan berdasarkan SK. Menteri Keuangan RI.No.1061 / KMK.00
/ 1988.
bank milik swasta asing adalah bank-bank yang seluruh sahamnya
dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum yang peserta
dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing dan atau badan
hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing
dan atau badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas
warga negara asing. Didirikan berdasarkan SK. Men.Keu. No.1069 /
KMK.00 /1988. Di Indonesia bank-bank asing yang membuka cabang
yaitu :
1). bank berasal dari Amerika Serikat, yaitu

¢ Bank of Amerika

e City Bank

* American Express

e Chase Manhattan Bank
2). Standard Chartered Bank dari Inggnis |
3). European Asian Bank (European Bank) dari Eropa ;
4). Hongkong and Shanghai Banking Corporation dari Cina

kerjasama antar Bank Swasta Nasional dan Swasta Asing
Dewasa ini terdapat satu buah bank gabungan antara swasta nasional

dengan swasta asing yaitu Bank Perdagangan Indonesia.

d. Bank Koperasi

Bank Koperasi didirikan berdasarkan SK. Men.Keu No. Kep. 800 / MK /

IV /11 /1969 dan surat keputusan bersama Gubernur Bank Indonesia dan
Mentranskop No.19a / GBI/ 72 per 350 / KPTS / MENTRANSKOP / “92.
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Dewasa ini terdapat satu bank umum koperasi yaitu BUKOPIN (Bank
Umum Koperasi Indonesia), diresmikan tahun 1987.

Bank Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-
perkumpulan koperasi. Bank Koperasi dapat berbentuk :

1). Bank Umum Koperasi ;

2). Bank Tabungan Koperasi :

3). Bank Pembangunan Koperasi.

Dilihat dari segi penciptaan uang giral, dikenal dua jenis bank yaitu :
Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Dan yang
tergolong dalam bentuk primer yaitu :

(1) Bank Sirkulasi (bank sentral) yang dapat menciptakan, kredit dalam
bentuk uang kertas dan uang giral ;

(2) Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral.
Penciptaan uang giral oleh bank-bank tersebut dilakukan dengan cara
pemberian oinjaman yang tidak dibebankan dari saldo bank nasabah.
Artinya, walaupun bank memberikan kredit, namun saldo nasabah
tetap utuh, dan sebaliknya ia tetap memiliki hak terhadap setiap
penarikan uangnya selama saldo dibank mencukupi. Hal i dapat
dilakukan karena didalam praktek perbankan tidak semua nasabah
menarik saldonya pada saat yang sama. Melihat jumlah permintaan
kredit lebih besar dari jumlah saldo nasabah, maka bank bersedia
melepaskan kredit yang lebih besar dari saldo nasabah dengan cara
menciptakan uang giral melalui rekening koran. Dengan demikian
uang kartal tetap sama, tapi jumlah uang giral yang diciptakan
bertambah.

b. Bank Sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara didalam

menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank
tabungan dan bank lainnya (bank pembangunan dan bank hipotik) yang
tidak menciptakan uang giral.

( Thomas, 2001: 17-21)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

2) Usaha Bank

Berdasarkan pasal 6 UU No.10Tahun 1998 tentang perbankan, maka

usaha bank meliputi :

a)

b)
c)
d)

€)

g)

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain

yang disamakan dengan itu,

memberikan kredit,

memberikan surat pengakuan hutang,

membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk

kepentingan dan atas perintah nasabahnya,

(1). Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang
masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud,

(2). Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-
surat dimaksud,

(3). Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah,

(4). Sertifikat Bank Indonesia (SBI),

(5). Obligasi,

(6). Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun,

(7). Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai satu
tahun.

memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabahnya,

menempatkan dana pada, meminjam dari, atau meminjamkan dana kepada

bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi,

maupun dengan wesel atas tunjuk, cek atau sarana yang lainnya,
mengrima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga,

menyediakan tempat penyimpanan barang dan surat berharga,
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melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak,

melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah yanfg lainnya
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek,
melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, kegiatan wali
amanat,

menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan
prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia,

melakukan usaha lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang pokok perbankan dan peraturan

perundangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 7 UU No.10 Tahun 1998, Bank Umum dapat

melakukan kegiatan lainnya, diantaranya :

a)

b)

¢)

d)

melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan Kketentuan yang
ditetapkan oleh BI,
melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di
bidang keuangan dengan ketentuan yang ditetapkan BI,
melakukan kegiatan penyertazn modal sementara untuk mengatasi akibat
kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai
dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

berdasarkan pada pasal 13 UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu :

a)

b)

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam bentuk
deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk yang dipersamakan dengan
1tu,

memberikan kredit,
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b. Qualitatius Control Policy (Kebijaksanaan Pengawasan Kualitas)
guna menunjang efektivitas dari kebijaksanaan ini sangat tergantung pada
ketaatan bank-bank umum dalam melaksanakan kebijaksanaan ini. Untuk
membantu lancarnya kebijaksanaan ini diperlukan :
|. Margin requirement,
adalah perbedaan antara nilai pasar dari obligasi dengan nilai hutang

maksimumnya.

2

Direct actions,
merupakan tindakan langsung dari Bank Sentral pada bank umum, dalam
arti bahwa Bank Sentral memberikan peringatan atau teguran langsung

bagi penyelewengan yang dilakukan bank umum.

2.3.2. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Kliring Dan Kliring
A. Pengertian Lembaga Kliring
Lembaga kliring menurut O.P. Panggabean adalah

Suatu perhimpunan bank-bank dalam suatu kota yang didirikan dengan
memberikan fasilitas untuk perhitungan cek,wesel,warkat pembayaran, dan
lainnya antar anggotanya, ialah pada saat-saat menderita kesulitan
keuangan, bantuan terhadap anggota-anggotanya yang mungkin minta
bantuan dalam proses perhitungan cek dan lain sebagainya (Makalah Bank
Terminologi, 1999:26).

Pengertian lain mengenai lembaga kliring adalah :
Suatu lembaga dari Bank Indonesia yang memiliki tugas untuk

melaksanakan perhitungan hutang piutang antar bank peserta kliring.
(Ahmad Anwari, 1990:12)

Lembaga kliring adalah suatu lembaga yang menyatu dalam Bank
Indonesia untuk mengadakan kliring antar bank dalam rangka tugas Bank
Indonesia didalam pembinaan perbankan di Indonesia. (Bpk. Joko, bagian kliring
di Bank Indonesia cabang Jember, wawancara 30 Mei 2002).

Lembaga kliring tersebut merupakan suatu lembaga yang sangat

dibutuhkan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Lembaga ini bertugas untuk
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melaksanakan perhitungan hutang piutang peserta kliring dan lembaga i
merupakan bagian dari Bank Indonesia.

Dengan adanya lembaga kliring, maka penyelesaian hutang piutang antar
bank dapat berjalan lancar, aman, cepat dan efisien. Hal ini sesuai dengan tujuan
dibentuknya lembaga kliring, yaitu :

Untuk memajukan atau memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta
pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank dengan demikian
perhitungan piutang diharapkan dapat dilakukan secara mudah, cepat, aman
dan efisien. (Ahmad Anwari, 1990 :14)

Keberadaan lembaga kliring sangat berpengaruh terhadap peredaran surat-
surat berharga dan surat-surat dagang didalam lalu lintas pembayaran giral,
sebaliknya juga dapat meningkatkan giralisasi pembayaran.

Bank Indonesia yang merupakan pengatur moneter harus_menjalankan
tugasnya demi kelancaran lalu-lintas pembayaran giral didalam peredaran surat-

surat berharga.

B. Kliring
- Pengertian Kliring
Pengertian kliring berdasarkan peraturan Bank Indonesia adalah :
Sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank

Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Pengertian kliring hasil wawancara dengan Bapak Joko, bagian kliring
pada tanggal 30 Mei 2002 adalah :
Penyelesaian pembayaran dan memperlancar pembayaran secara giralisasi.
Contohnya adalah : dalam pembayaran non tunai yang dapat dilakukan padawaktu

pinjam meminjam uang ataupun jual beli suatu barang.
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Menurut Simorangkir di dalam bukunya seluk beluk bank (1995: 141)
menyebutkan kliring adalah :

Tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan

surat-surat berharga antara bak-bank peserta kliring agar perhitungan itu

terselenggare secara cepat, mudah dan aman.

Tujuan penyelenggaraan kliring antar bank merupakan tugas Bank
Indonesia didalam pembinaan perbankan di Indonesia  guna memperluas,
memperlancar, serta mengatur lalu lintas pembayaran giral antar bank yaitu
kegiatan bayar membayar dengan warkat bank yang diperhitungkan atas beban
dan untuk kepentingan rekening nasabah penarik yang telah ditetapkan oleh
tertarik.

Pengertian dari kliring lokal adalah kliring yang di selenggarakan oleh
Bank Indonesia antara bank-bank disuatu wilayah kliring. Wilayah kliring adalah
suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan Kkantor-kantor tersebut
memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kiiring yang telah ditentukan.

( Thomas, 2001: 81 )

- Pengaturan Kliring

Berdasarkan akan peraturan yang ada didalam pasal 16 dan pasal 17
Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kliring diatur
tersendiri dalam Peraturan BI No. 2 / 4 / PBI / 2000 tanggal 11 Februari 2000
tentang perubahan atas Peraturan Bl No. 1 / 3 / PBI / 1999 tentang
penyelenggaraan kliring antar bank dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran
antar bank atas hasil kliring lokal ditetapkan.

Penyelenggaraan kliring antar bank dapat dilaksanakan oleh Bank
Indonesia atau bank umum yang ditunjuk untuk dapat melaksanakan tugas dari
Bank Indonesia didalam pelaksanaan kliring, karena tidak terdapat kantor Bank
Indonesia di wilayah tersebut. Biasanya yang ditunjuk adalah bank-bank umum
tanpa mengecualikan bank lain yang karena kredibilitasnya dapat ditunjuk untuk

melakukan penyelenggaraan kliring antar bank tersebut.
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2.3.3 Tinjauan Umum Tentang Surat Berharga
A. Pengertian Surat Berharga

Untuk memperoleh kepraktisan dan keamanan didalam lalu lintas
pembayaran agar tidak terlalu tergantung pada uang tunai saja, maka diterbitkan
surat berharga. Dikatakan surat berharga karena surat tersebut mempunyai nilai
uang atau dapat ditukar dengan uang.

Surat berharga dapat diartikan sebagai surat yang oleh penerbitnya sengaja
diterbitkan untuk pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran
sejumlah uang atau suatu surat yang mengandung perintah kepada pihak ketiga
atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah vang kepada pemegang surat
tersebut. (Suryohadibroto, 1991 : 21)

Molengrat mengemukakan dalam bukunya Handelsrecht 11 :

Surat berharga adalah akta-akta, alat-alat bukti yang menurut kehendak
dari penerbitnya atau ketentuan Undang-undang diperuntukkan semata-
mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta mana digunakan untuk
menagih.

Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal
1 ayat 10 menyebutkan :

Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi,
sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan
lain atau surat kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim
diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Sedangkan definisi surat berharga menurut HM.N. Purwosutjipto, S.H (1994:6)
menyebutkan : Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak
dan mudah diperjual belikan.

Jadi surat berharga tersebut merupakan suatu alat pembayaran tanpa
menggunakan uang, karena kita dapat melakukan pembayaran dengan cek
ataupun dengan bilyet giro misalnya : kita sedang melakukan transaksi jual beli

barang dengan pembayaran non tunai.
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B. Surat Berharga Dalam Kliring

Surat berharga dalam kliring mempunyai nama tersendiri dan biasa disebut
warkat kliring Warkat kliring adalah alat lalu lintas pembayaran girai yang
diperhitungkan dalam kliring.
Warkat kliring terdiri atas :
a. cek;
b. bilyet giro ;
¢. surat bukti penerimaan transter dari luar kota :
d. nota debet

Semua dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai penuh (100% tac
value). (Widjanarto, 1999:54).

Simorangkir dalam bukunya seluk beluk perbankan memberi batasan
tentang surat berharga sebagai berikut :

Surat dagang dan surat berharga yang dikliringkan adalah cek,
wesel bilyet giro, bukti penerimaan transfer dari berbagai kota yang
dikeluarkan oleh bank, nota debet, dan surat lainnya yang kesemuanya
dinyatakan dalam rupiah dan menurut pimpinan lembaga Kliring dapat
diperhitungkan melalui kliring. (Simorangkir, 1995:54)

Didalam kegiatan kliring, bank-bank peserta kliring akan menyerahkan
kepada atau menerima warkat-warkat kliring dari bank lain. Warkat klinng
tersebut merupakan warkat-warkat yang dapat ditukarkan atau dipertukarkan antar
bank melalui lembaga kliring yang terdapat di Bank Indonesia.

Warkat kliring tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu
1. warkat debit, yang akan mengurangi saldo bank lain .

2. warkat kredit, yang akan menambah saldo bank lain.(Tjukria, 1995: 220)

C. Jenis-Jenis Surat Berharga
Surat-surat berharga ini ada yang diatur didalam KUHD (Kitab Undang-
undang Hukum Dagang) dan ada yang diatur diluar KUHD.
Surat berharga yang diatur dalam KUHD, jenis-jenisnya diantara lain :
1. cek, diatur di Bab VII, Buku 1, pasal 178-229 KUHD ;
2. wesel, diatur di Bab VI, Buku I, pasal 100-173 KUHD ;
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surat saham, diatur dalam pasal 40, 41, 42, 43 KUHD

charter party, diatur dalam pasal 454, 455, 456, 457 KUHD
konosemen, diatur dalam pasal 504, 506 KUHD ;

delivery order, diatur dalam pasal 510 ayat 2 KUHD ;

polis, diatur pada pasal 255, 256, 257, 258, 259, 260 dan 261 KUHD.

Surat-surat berharga yang diatur di luar KUHD, jenisnya antara lain :
obligasi, diatur dalam
a. Keppres RI No.17 /1978 ;
b. Kep.Menkeu.RI No.755 / KMK.011/ 1982 ;
¢. Kep.Menkeu.R1 No.1 /KMK.04 / 1983.
bilyet giro, diatur dalam surat keputusan Direksi Bl No.28 / 32 / KEP / DIR
tanggal 4 Juli 1995 |
sertifikat saham :
sertifikat deposito ;

commercial paper .
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11I. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kliring di Bank Indonesia Cabang Jember

Bank Indonesia merupakan bank yang ditunjuk untuk melaksanakan

kliring dan apabila ditempat tersebut tidak terdapat Bank Indonesia maka
penyelenggaranya diserahkan pada Bank Umum milik pemerintah.
Di daerah Jember yang termasuk wilayah kliring Bank Indonesia adalah dacrah
Jember itu sendiri, Situbondo dan Banyuwangi akan tetapi karena daerah
Situbondo dan Banyuwangi tempatnya jauh dari Jember maka penyelenggaraan
kliring dilakukan oleh Bank Umum milik pemerintah dan bank yang ditunjuk
adalah Bank Mandiri. Sckalipun pelaksanaan kliring dilakukan olch Bank
Mandiri namun tetap harus melaporkan semua kegiatan pada Bank Indonesia
Cabang Jember.

Kliring yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Cabang Jember diatur di
dalam peraturan BI No.2 / 4 / PBI / 2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang
perubahan atas peraturan BI No.1 / 3 / PBI / 1999 tentang penyelenggaraan
kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran bank atas hasil kliring
lokal.

Didalam pelaksanaan kliring tersebut yang harus diperhatikan ada'ah sebagai
berikut:
1. Penyelenggara Kliring

Penyelenggara kliring antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia
atau bank yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dari Bank Indonesia didalam
pelaksanaan kliring, hal ini terjadi dikarenakan wilayah tersebut tidak terdapat
perwakilan dari Bank Indonesia, dan wilayah tersebut oleh Bank Indonesia
dianggap perlu adanya kegiatan kliring. Biasanya yang ditunjuk adalah Bank
Pemerintah tanpa mengecualikan bank lain, yang ditunjuk untuk melakukan
penyelenggaraan kliring antar bank tersebut.

Di daerah Jember yang termasuk wilayah kliring Bank Indonesia adalah

daerah Jember itu sendiri, Situbondo dag@Banyuwangi. Akan tetapi dikarenakan

28
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daerah Situbondo dan Banyuwangi tempatnya jauh dari Jember sehingga tidak
memungkinkan setiap hari datang ke Jember untuk pelaksanaan kliring maka
penyelenggaraan kliringnya dilakukan oleh Bank Umum dan bank yang ditunjuk
tersebut adalah Bank Mandiri cabang Situbondo dan cabang Banyuwangi.
Sekalipun pelaksanaan kliring tersebut dilakukan oleh Bank Mandiri namun
tetap melaporkan semua kegiatan pada Bank Indonesia cabang Jember setiap

akhir bulannya.

2. Peserta Kliring

Bank peserta kliring adalah Bank Indonesia, bank-bank umum dan bank-
bank pembangunan yang berada didalam wilayah kliring tertentu
dikoordinasikan oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk dalam
wilayah tersebut.

Peserta kliring di daerah Jember, Situbondo, dan Banyuwangi di ikuti oleh

hampir seluruh bank yang ada di daerah tersebut baik bank pemerintah ataupun

bank swasta. Karena dengan menjadi peserta kliring maka bank tersebut dapat
menunjukkan kebonafidtannya dan dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya
untuk menabung ke bank tersebut sehingga juga dapat mempermudah transaksi
nasabah dengan ikut menjadi peserta kliring.

Ada dua macam penyertaan kliring yaitu :

a. penyertaan langsung yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam
pertemuan kliring, dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu ialah
kantor Bank Indonesia, kantor pusat Bank Umum dan Bank Pembangunan
serta kantor cabang kedua bank 1tu.

b. Penyertaan tidak langsung yaitu memperhitungkan warkat dalam pertemuan
kliring melalui kantor pusat atau kantor cabangnya. Peserta kliring yang ikut
di dalam penyertaan tidak langsung ini adalah kantor cabang dan kantor

cabang pembantu. (Thomas, 2001: 82).
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Syarat-syarat peserta kliring :

a. kantor bank yang bersangkutan harus mempunyai ijin usaha dari Mentri
Keuangan ; |

b. keadaan administrasi dan keadaan keuangan bank tersebut memungkinkan
baik memenuhi kewajibannya dalam kliring :

c. simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang
diberikan oleh kantor tesebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya
20% dari syarat modal disetor mit_n'mum bagi pendirian bank baru di wilayah
yang bersangkutan ;

d. bagi penyelenggara bank peserta diwajibkan untuk menyetor jaminan kliring
sebesar 10% dari kewajiban yang dibayar dan kelonggaran tarik kredit.
Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta
kliring atau yang baru direhabilitir. Jaminan kliring ini berlaku selama
jaminan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Kewajiban
menyetor jaminan kliring ini berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta
yang pindah wilayah kliring.

e. Suatu kantor Bank Umum atau Bank Pembangunan diwajibkan ikut serta
dalam kliring, setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Ditempat penyelenggaraan kliring yang tidak dilaksanakan cleh Bank
Indonesia, maka atas penyelenggaraan kliring tersebut kantor Bank Swasta dan
Bank Pembangunan Daerah yang menjadi peserta kliring wajib membuka
rekening giro pada bank penyelenggara.

Di dalam suatu wilayah kliring Bank Indonesia terdapat ketentuan,
bahwa bank-bank umum yang telah memenuhi syarat, wajib ikut serta dalam
kliring.dan untuk pengikutsertaannya sebagai peserta setelah mencapat
persetujuan dari Bank Indonesia, sebagai bank penyelenggara kliring. Mengenai
hari efektif dalam suatu keikut sertaan dalam kliring, wajib untuk disarapaikan
pemberitahuannya kepada para peserta kliring paling lambat 2 (dua) hari kerja

sebelumnya.
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3. Wakil Peserta Kliring

Setiap bank peserta, langsung menunjukkan dua wakil tetap pada lembaga
kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap pada lembaga Kliring tersebut
disampaikan secara tertulis pada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda
tangan dan paraf-paraf dari wakil-wakil tersebut, dan KTP dari masing-masing

wakil tersebut.

Dalam penyampaian surat mengenai wakil peserta kliring kepada Bank

Indonesia, maka terdapat dua golongan vaitu :

a. Golongan A
Golongan ini hanya berwenang untuk membuat, mengubah, memberikan
tanda terima dan menandatangani daftar rekapitulasi, neraca, dan bilyet saldo
kliring.Golongan ini yang datang ke Bank Indonesia untuk mengikuti kegiatan
kliring sebagai peserta kliring, dan peserta ini datang dengan membawa
warkat yang akan dibuat transaksi tersebut. Golongan inilah yang
menyerahkan dan menerima warkat.

b. Golongan B
Golongan ini berhak menandatangani warkat cek, bilyet giro dan warkat
lainnya yaitu nota, debet kredit, transfer, LLG (Lalu Lintas Giro).
Bukti-bukti penerimaan transfer yang tidak dapat diendos, dapat
diperhitungkan oleh peserta lainnya melalui kliring setelah yang berhak
menerima transfer menandatangani kolom kuitansi pada surat pemberitahuan
penerimaan transfer yang bersangkutan.Bank peserta (penerima transfer)
harus meneliti kebenaran tanda tangan penerima transfer yang bersangkutan.
Pengesahan tanda tangan oleh bank peserta (penerima transfer) termaksud
mengandung arti bahwa bank peserta yang bersangkutan bertanggung jawab
penuh atas pembayaran transfer termaksud kepada bank penerima, apabila
kemudian terjadi kekeliruan pembayaran transfer kepada pihak yang tidak

berhak untuk menerimanya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

4. Prosedur Kliring di Bank Indonesia Cabang Jember

Dalam prosedur penyelenggaraan kliring di wilayah kliring cabang
Jember meliputi :
a. Pertemuan kliring

Proses penyerahan kliring ada dua tahap, yaitu pertemuan Kkliring
penyerahan atau kliring | dan kliring retour atau kliring II, sedang yang
dimaksud dengan pertemuan kliring itu sendiri adalah bertemunya wakil-wakil
bank peserta kliring dalam kegiatan kliring. Dalam pertemuan kliring ini, warkat
kliring terlebih dahulu harus mendapatkan cap kliring dari penyelenggara
kliring, yang memuat hal-hal sebagai berikut :
e sebutan kliring (lokal atau wilayah)
e nama atau nama singkatan bank peserta kliring vang sudah lazim dipakai

oleh peserta yang menyerahkannya.

1) Kliring Penyerahan (kliring 1)

Didalam kliring penyerahan ini penyelenggaraan kliring dibagi dalam
beberapa kelompok bank peserta, dan warkat-warkat yang telah dipisahkan
menurut kelompoknya.

a. Warkat Dcbet, merupakan warkat bank peserta lain yang diterima diloket
sendiri, hal demikian akan merupakan tagihan bagi bank peserta lain.

b. Warkat Kredit, merupakan warkat bank peserta sendiri yang diterima diloket,
yang akan dilakukan pemindah bukuan ke rekening pada bank peserta
lainnya.

Kedua jenis warkat ini, dirinci nilai nominalnya dalam daftar kliring sendiri.

Nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan,

kemudian ditandatangani oleh wakil peserta kliring yang selanjutnya diserahkan

kepada wakil bank peserta yang harus menerimanya. Untuk penyerahan warkat
kliring yang telah ditandatangani wakil peserta kliring ini, disertai dengan tanda

terima dari wakil bank yang menerimanya.
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Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dapat tidaknya warkat
diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan diserahkan kepada penyelenggara
kliring.

Jumlah warkat yang dipertukarkan dalam kliring dicatat dalam suatu
neraca kliring, yang mencantumkan jumlah lembar dan nominal dari para peserta
kliring. Neraca kliring ini harus dilengkapi dengan rekapitulasi penyerahan

warkat debet maupun warkat kredit.

2) Kliring Retour (kliring II)

Sebelum kliring retour ini dimulai, warkat yang dikembalikan harus
dipisah-pisahkan untuk masing-masing peserta yang harus menerimanya. Warkat
vang ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk diperhitungkan,
misalnya :

e saldo tidak cukup ;

e rekening telah ditutup ;

o tanggal efektif bilyet giro belum sampai ;

» sudah daluwarsa ;

e coretan tidak ditandatangani oleh penarik ;
e bea materai belum dilunasi ;

¢ tanda tangan tidak cocok dengan specimen
e stempel kliring tidak ada ;

e dan sebagainya.

Daftar kliring retour yang dibubuhi tanda tangan dan uraian yang jeias
oleh wakil peserta kliring beserta warkat-warkat debit yang ditolak harus
dikembalikan kepada wakil peserta yang berhak menerimanya. Wakil peserta
yang menerimanya wajib menandatangani dan mencantumkan nama jelas dan
pada tembusan daftar kliring retour tersebut.

Apabila terjadi kekeliruan dalam pengembalian warkat yang ditolak
kepada peserta yang seharusnya tidak menerima, maka Bank Indonesia atau

Bank Umum yang ditunjuk apabila tidak adanya perwakilan Bank Indonesia
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diwilayah kliring scbagai penyelenggara akan membetulkan sesuai dengan
kewenangan yang dimilikinya.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara peserta yang akan
menerimanya tentang dapat atau tidaknya suatu warkat ditolak, maka keputusan
terakhir ada pada pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Bank Indonesia atau
Bak Umum yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yang menyelenggarakan kliring.

Hasil serah terima warkat dalam kliring retour olch masing-masing peserta
disusun neraca kliring retour yang harus ditandatangani dan dibubuhi nama jelas.
Saldo neraca retour tersebut merupakan pelengkap dari saldo neraca kliring
nenyerahan (kiiring 1).

Pejabat yang berwenang menangani kliring dari masing-masing peserta
diwajibkan untuk tetap berada dikantor masing-masing sampai saat hasil kliring

diumumkan oleh penyelenggara kliring.

5. Jam Kliring Untuk Wilayah Kerja Bank Indonesia Cabang Jember

Kliring diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara
di buka untuk umum. Pertemuan kliring ini diadakan setiap hari dan jadwalnya
ditetapkan oleh penyelenggara kliring. Jika salah satu peserta kliring
dikarenakan suatu hal tidak dapat turut serta dalam kliring, peserta tersebut
diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada penyelenggara kliring 10 han
sebelum diadakan kliring.

Untuk penyelenggaraan kliring lokal diwilayah kliring Bank Indonesia
cabang Jember diatur dengan peratur.an BI No.2 / 4 / PBI /.2000 tanggal 11
Februart 2000, sebagai berikut :

Kliring Hari Jam
] Senin sampai dengan Jum’at 11.00 - 13.00
11 Senin sampai dengan Jum’at 14.00 — 16.00

Maksud dan tujuan diadakannya jam kliring oleh penyelenggara adalah

agar tercapai kcseragaman baik didalam waktu maupun kegiatan yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

35

dilaksanakan. Disamping itu untuk membatasi kepada para peserta agar
menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya didalam kliring sehingga tercapai

efesiensi waktu, tenaga dan tempat.

3.2 Hak Dan Kewajiban Masing-Masing Pihak Didalam Kliring
Didalam pelaksanaan kliring akan timbul hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Pihak-pihak tersebut antara lain :
1. bank penyelenggara kliring, ada 2 yaitu :
A. Bank Indonesia :
a.Kewajiban yang dimiliki
1) mengadakan pengawasan secara langsung dengan melakukan
pemeriksaan di tempat penyelenggaraan kliring lokal;
2) mengadakan pengawasan secara tidak langsung;
3) menyediakan fasilitas penyelenggaraan kliring;.
4) menatausahakan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan
kliring lokal;
5) menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan

kliring;

b.Hak-hak vang dimiliki :

1) bila dipandang perlu penyelenggara dapat menyimpang dari
keharusan menyelenggarakan kliring pada tiap hari kerja dengan
mengeluarkan pemberitahuan kepada para peserta mengenai hal-hal
tersebut di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya |

2) menetapkan jadwal kliring, baik kliring penyerahan maupun kliring
retour serta penyelesaian hasil kliring ;

3) dalam keadaan yang sangat diperlukan, penyelenggara dapat
melakukan pergeseran Kkliring tersebut oleh penyelenggaraan

diberitahukan secepatnya pada para peserta ;
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4) penghentian sementara sebagai peserta kiiring.

B. Bank Umum yang ditunjuk oleh Bank Indonesia :
a. Kewajiban yang dimiliki :

1) menyerahkan laporan tentang data- data kliring setiap minggu bersama-
sama dengan laporan likuiditas mingguan;

2) menyediakan fasilitas penyelenggaraan kliring;

3) menatausahakan dokumen yang berkaitan dengar penyelenggaraan
kliring lokal,

4) menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan

khiring.

b. Hak yang dimiliki :
1) bila dipandang perlu penyelenggara dapat menyimpang dari keharusan
menyelenggarakan kliring pada tiap hari kerja dengan mengeluarkan
pemberitahuan kepada para peserta mengenai hal- hal tersebut di dalam
waktu yang sesingkat- singkatnya;
2) dalam keadaan yang sangat diperlukan penyelenggara -dapat melakukan
pergeseran kliring dan hal tersebut harus diberitahukan secepatnya pada

peserta kliring.

2

bank peserta klinng, ada 2 yaitu :
A Tertarik
adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindah bukuan dari
penarik.
a. Kewajibannya antara lain :
1) menerima dari bank lain vaitu berupa cek, bilyet giro, LLG, nota
debit, kredit, transter atau menerima tagihan dari bank-bank .
2) menyerahkan cek, bilyet giro atau warkat- warkat lainnya pada

penarik sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jumlahnya
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b. Hak-hak yang dimiliki :
1) berhak untuk memblokir rekeningnya dengan akibat diberi atau
masuk dalam daftar hitam bank- bank;
2) berhak untuk mendapatkan jaminan hukum dari bank tempat ia

menyimpan dana.

B. Penarik
a. Kewajiban yang dimiliki :
1) menyampaikan tagihan- tagihan pada bank- bank;
2) menyampaikan amanah dari pihak ke-3 yang berupa bilyet giro, cek,
dan lain- lain untuk dikreditkan;

3) peserta harus datang sebelum pelaksanaan kliring dimulai.

b. Hak yang dimiliki :
1) berhak melakukan pemblokiran rekening dan dapat mengembalikan

warkat pada tertarik dikarenakan hal- hal tertentu.

3.3 Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Kliring Antar Bank
Dan Penyelesaiannya Dalam Penyelenggaraan Kliring.

Permasalahan apa saja dapat timbul didalam pelaksanaan kliring tersebut.
Permasalahan yang sering timbul di dalam Bank Indonesia cabang Jember yaitu :
1. penolakan warkat kliring

Berdasarkan peraturan BI No.2 / 4 / PBI / 2000, alasan penolakan warkat
kliring yaitu :

a. saldo tidak cukup ;
b. rekening telah ditutup ;
c. persyaratan formal tidak memenuhi ;
- tulisan cek dan nomor yang bersangkutan tertarik |

- perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar atau memindah

bukukan dana atas beban rekening penarik ;
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- nama dan nomor rekening pemegang nama bank penerima ;
- jumlah dana yang dipindah bukukan bank dalam angka atau huruf ;
- tempat dan tanggal penarikan .
- tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap dan stempel
dengan persyaratan pembukaan rekening |
- tanda tangan penarik atau dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai
dengan persyaratan pembukaan rekening.
d. tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai ;
e. cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu
penawaran
f bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhimya tenggang waktu
penawaran ;
g. sudah daluwarsa ;
h. coretan tidak ditandatangani oleh penarik ;
1. bea materai belum dilunasi ;
j. tanda tangan tidak cocok dengan specimen |
k. stempel kliring tidak ada ;
|. stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima ;
m. endosemen pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada ;
n. warkat diblokir pembayarannya .
o. rekening diblokir oleh instansi yang berwenang ;

p. perhitungan tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Warkat debet adalah :
Dokumen pemberitahuan kepada nasabah bank bahwa rekeningnya telah didebet
dengan jumlah tertentu.

Warkat kredit adalah :
Dokumen yang diklaim kepada nasabah bank bahwa rekeningnya telah
dikreditkan atas penerimaan uang.

Warkat debet yang diterima hanya akan diterima dan diperhitungkan

secara efektif, apabila warkat itu telah memenuhi syarat dan telah tersedia dana
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atau cukup dananya (tidak kosong). Semua penolakan yang disebabkan adanya

kekurangan dana atau dana yang tersedia tidak mencukupi, maka warkat tersebut

harus dikembalikan kepada peserta yang mengajukan pada saat kliring retur

(kliring pengembalian) pada hari dan tanggal yang sama.

Pengembalian warkat kredit tidak dapat dilakukan dalam kliring retur,
tetapi hanya dapat dilakukan melalui kliring penyerahan setelah diketahui
adanya kesalahan. Untuk warkat yang dikembalikan harus disertai dengan Surat
Keterangan Penolakan (SKP) yang telah dibubuhi tanda tangan dan nama jelas
pejabat yang berwenang dari peserta penerimanya.

Setiap warkat yang pembayarannya ditolak karena diduga adanya suatu
tindak pidana, maka peserta tertarik segera melakukan tindakan pencegahan,
yaitu dengan :

a. menahan warkat yang ditolak dan membuat Surat Keterangan Penahanan
dalam rangkap tiga, yang menyatakan bahwa peserta yang bersangkutan telah
menerima serta menahan surat tersebut.

b. Surat keterangan penahanan warkat tersebut dilampiri fotocopy surat bukti
lapor dari kepolisian dan fotocopy warkat, yang disampaikan
1) asli, kepada penyetor melalui peserta yang mengkliringkannya
2) tembusan, kepada peserta yang mengkliringkannya

3) dan satu tembusan kepada penyelenggara

Bank Indonesia juga dapat langsung memberikan daftar hitam kepada
penarik yang memberikan cek atau bilyet giro kosong. Daftar hitam adalah suatu
daftar yang berisi nama penarik cek atau bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh
Bank Indonesia dan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan.

Bank Indonesia menerbitkan daftar hitam setiap bulan sekali tanggal 15,
misalnya |
A adalah pemilik rekening yang tercantum dalam daftar hitam no-XX yang
berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan (tanggal 15 Januari 2000 sampai
dengan 14 Januari 2001).
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Kasus |

A pada tanggal 25 Januari 2000 menarik cek atau bilyet giro sebanyak 3 lembar
atau menarik cek atau bilyet giro kosong 1 lembar dengan nilai nominal Rp
1.000.000.000 (1 milyard).

Atas dasar hal tersebut A akan dicantumkan kembali dalam daftar hitam

berikutnya yaitu pada penerbitan daftar hitam tanggal 29 Februari 2000.

Kasus 11

A pada tanggal 30 Januari 2000 menarik cek atau bilyet giro kosong 1 lembar
tanggal 5 Februari 2000 menarik cek atau bilyet giro kosong 1 lembar, dan
tanggal 15 maret 2000 menarik cek atau bilyet giro kosong 1 lembar.

Atas dasar hal tersebut A akan dicantumkan kembali dalam daftar hitam

berikutnya yaitu pada penerbitan daftar hitam tanggal 30 April 2000.

Dalam hal tertarik melakukan penolakan cek atau bilyet giro berdasarkan
alasan yang ada yang dilakukan melalui kliring, tertarik wajib menata usahakan
penarikan cek atau bilyet giro kosong pemilik rekening serta mengembalikan cek
atau bilyet giro yang ditolak kepada pemegang. Selanjutnya untuk keperluan
penata usahaan cek atau bilyet giro kosong di Bank Indonesia, tertarik wajib
membuat, menata usahakan dan menyampaikan kepada Bank Indonesia yang
mewilayahi hal-hal sebagai berikut :

1) surat keterangan penolakan yang ditujukan kepada pemegang yang berisi
informasi alasan penolakan atas suatu cek atau bilyet giro yang diunjukkan
kepada tertarik pada suatu tanggal tertentu bank karena dananya tidak cukup
maupun karena alasan lainnya ;

2) surat peringatan atau pemberitahuan yaitu surat yang ditujukan kepada
penarik cek atau bilyet giro kosong agar menyadari kemungkinan
dilakukannya penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama penarik
dalam daftar hitam yang terdiri dari :

a. surat peringatan | ;

b. surat peringatan 11 ;
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c. surat pemberitahuan penutupan rekening.

3) daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong, yaitu daftar yang berisi
nama-nama penarik cek atau bilyet giro kosong yang wajib disampaikan oleh
tertarik kepada penyelenggara kliring sebagai pengganti tebusan surat
keterangan penolakan untuk keperluan tata usaha cek atau bilyet giro kosong.

Disini surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat pemberitahuan
penutupan rekening dibuat rangkap 3 :

Lembar ke-1 : untuk penarikan cek atau bilyet giro kosong,

Lembar ke-2 : untuk arsip tertarik ;

Lembar ke-3 : Bank Indonesia yang mewilayahi, untuk bank yang berada di

wilayah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia,
penyampaian kepada kantor Bank Indonesia yang mewilayahi

dilakukan melalui penyelenggara kliring setempat.

Wilayah berlakunya daftar hitam :

Berlaku diwilayah kliring lokal setempat. Bank di suatu wilayah kliring
dapat memanfaatkan informasi yang terdapat didaftar hitam yang berlaku untuk
wilayah kliring lokal lainnya dengan mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bank Indonesia yang mewilayahi.

Sifat daripada daftar hitam :

Daftar hitam bersifat rahasia dan hanya dipergunakan secara terbatas
untuk keperluan intern bank. Dengan demikian nama-nama yang tercantum
dalam daftar hitam tidak diperkenankan untuk diumumkan kepada pihak lain

selain perbankan.

2. Kekalahan dan Kemenangan Dalam Suatu Perhitungan Kliring
Pelaksanaan kliring antar bank adalah merupakan proses penyelesaian
serah terima warkat antar bank. Warkat bank yang diperhitungkan dalam kliring

meliputi cek, giro, bukti transfer, nota kredit dan nota debet, bilyet giro.
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Warkat kliring ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu :
a. warkat tagih,
Yaitu uang giral yang menjadi hak suatu bank terhadap bank lainnya.
b. warkat bayar,
Yaitu uang giral yang meryupakan kewajiban suatu bank untuk membayar
terhadap bank lainnya.

Perhitungan kliring yang merupakan kegiatan tukar menukar warkat
tertentu terdapat adanya bank yang mengalami kekalahan ataupun kemenangan
dalam kliring. Suatu bank dinyatakan menang kliring apabila mempunyai hak
tagih yang lebih besar daripada wajib bayarnya. Dengan kata lain suatu bank
memiliki tagihan atau warkat tagih yang lebih besar kepada bank lain, dan
mempunyai kewajiban membayar atau warkat bayar yang lebih kecil kepada
bank lainnya. Atas kemenangannya dalam kliring ini bank tersebut dinyatakan
bersaldo kredit oleh Bank Indonesia. Namun sebaliknya bank dinyatakan kalah
kliring apabila hak tagih yang dimiliki bank tersebut lebih kecil daripada hak
bayarnya. Dengan kata lain bahwa bank tersebut mempunyai kewajiban bayar
atau warkat bayar lebih besar dari pada hak tagih atau warkat tagih kepada bank
lainnya. Hal demikian ini bank peserta kliring dinyatakan bersaldo debet oleh
Bank Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat diselesaikan dengan
memakai sendiri ataupun menggunakan fasilitas diskonto dari Bank Indonesia.

Dalam kalah kliring, maka bank membutuhkan dana bagi penutupan
kekalahan tersebut. Hal ini dapat dipenuhi dengan pencarian dana segar, yaitu
melalui:

a. self liquiditing
adalah cara mendapatkan dana dengan melalui pencairan atau menjual surat
berharga yang dimiliki oleh bank.

b. Asset sale ability
Adalah suatu usaha pencarian dana dengan melalui penjualan asset atau
harta-harta yang tidak produktif, dengan harapan mengurangi  biaya

operasional.
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New fund

Adalah usaha bank menyerap dana masyarakat dengan iming-iming hadiah
ataupun dengan bunga yang tinggi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan
mengeluarkan kartu serta traveler chek.

Borrower earning flows

Adalah suatu cara pencarian dana dengan memacu dan memperlancar
penerimaan bunga dan pokok pinjaman debitur dengan potongan atau
discount yang menarik. Cara ini juga efektif menekan kredit macet, sehingga
secara tidak langsung dapat mengatasi kalah kliring dalam jangka panjang.
Call money

Adalah suatu cara penggalian dana yang ditempuh dengan cara meminjam
dana sementara dari bank lain, yang biasanya berjangka antara 1 hingga 14
hari, namun berbunga relatif lebih tinggi. Resiko yang dihadapai dengan call
money ini adalah, bila pinjaman jangka pendek dan berbunga tinggi ini tidak
dapat segera dilunasi akan menambah beban hutang dan kalah kliring yang
berkepanjangan.

Discount window

Adalah suatu tindakan yang terpaksa dilakukan yaitu dengan melakukan
pinjaman kepada Bank Indonesia. Merupakan upaya terakhir apabila upaya-
upaya pencarian dana segar yang dilakukan tidak dapat dilakukan lagi.

Keadaan dimana bank tersebut tidak menang dan tidak kalah kliring

dinyatakan bank tersebut dalam keadaan seimbang. Menang dan kalah kliring

dalam suatu perhitungan kliring antar bank adalah merupakan hal yang biasa

terjadi dalam dunia perbankan.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diberikan
kesimpulan sebagai berikut :
|. Berdasarkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bl pasal 8 Bank
Indonesia juga bertindak sebagai penyelenggara kliring dan berkedudukan
sebagai lembaga kliring.Apabila dalam suatu wilayah kliring tersebut tidak
terdapat Bank Indonesia maka untuk penyelenggara kliring dilakukan oleh Bank
Umum biasanya dilakukan oleh bank pemerintah, karena suatu pertimbangan
tertentu oleh Bank Indonesia dianggap mampu untuk menyelenggarakan kliring
Jokal. Pelaksanaan kliring di Bank Indonesia cabang Jember adalah merupakan
suatu proses penyelesaian serah terima warkat antar bank Warkat yang
diperhitungkan dalam kliring meliputi cek. bilyet giro, bukti tranfer, nota kredit
dan nota debet.
Penyertaan kliring ada dua macam yaitu :
- penyertaan langsung .
- penyertaan tidak langsung.
Agar suatu pelaksanaan kliring dapat berjalan dengan lancar, untuk itu setiap
peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan kliring lokal dan
ketentuan- ketentuan tehnis yang ditetapkan oleh penyelenggara.
Dalam prosedur penyelenggaraan kliring di wilayah kliring cabang Jember,
dilaksanakan pertemuan kliring yaitu suatu proses penyerahan kliring ada dua
tahap :
- pertemuan kliring penyerahan atau khiring !
- kliring retour atau kliring 11
Waktu kliring di Bank Indonesia cabang Jember dilaksanakan pada jam kerja

setiap harinya yaitu senin sampai jumat dari jam 11.00 sampai dengan jam 13.00

4
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merupakan kliring [. Dan kliring II dilakukan pada hari senin sampai jumat dar
jam 14.00 sampai dengan jam 16.00.

7 Bahwa Bank Indonesia dan Bank Umum milik pemerintah yang ditunjuk oleh
Bank Indonesia merupakan penyelenggara kliring yang memiliki hak dan
kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Salah satu
kewajiban yang dimiliki oleh Bank Indonesia adalah mengadakan pengawasan
sccara langsung dengan melakukan pemeriksaan di tempat penyelenggaraan
kliring lokal sekurang- kurangnya | (satu) kah dalam 1 (satu) tahun dan salah
satu hak yang dimiliki Bank Indonesia adalah menetapkan jadwal kliring, baik
kliring penyerahan maupun kliring pengembalian.

Bank yang ditunjuk oieh Bank Indonesia untuk menyelenggarakan kliring juga
memiliki kewajiban salah satunya adalah menyerahkan laporan- laporan
likuiditas mingguan dan data- data kliring setiap minggu dan salah satu haknya
yaitu dapat melakukan pergeseran kliring apabila dalam keadaan tertentu.

Bank peserta kliring terdapat 2 (dua) pihak yaitu pihak tertarik dan pihak
penarik. Pihak tertarik memiliki kewajiban salah satunya yaitu menerima tagihan
dari bank lain dan salah satu haknya adalah berhak mendapatkan jaminan hukum
dari bank tempat ia menyimpan dana.

Pihak penarik juga memiliki kewajiban salah satunya adalah menyampaikan
tagihan- tagihan pada bank- bank dan salah satu haknya adalah mengembalikan
warkat pada tertarik dikarenakan hal- hal tertentu.

3. Kendala yang seringkali muncul dalam pelaksanaan kliring di Bank Indonesia
cabang Jember adalah terjadinya penolakan warkat kliring dan hal tersebut dapat
diselesaikan oleh bank dimana ia menjadi nasabah atau diselesaikan oleh Bank
Indonesia dengan memberikan daftar hitam, hal ini sering dilakukan.Masalah
lainnya adalah perihal kalah atau menang dalam kliring yang dapat diselesaikan
dengan memakai dana sendiri ataupun menggunakan fasilitas diskonto dari Bank

Indonesia.
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4.2 Saran

1

_t\.)

Peningkatan pelayanan kliring yang saat ini masih diselenggarakan dalam wilayah
kliring secara lokal selanjutnya diarahkan pada kliring antar wilayah, sehingga
diharapkan dapat meningkatkan penggunaan jasa perbankan oleh masyarakat
melalui penggunaan lalu lintas giral, yang diharapkan dapat menunjang
perputaran surat berharga dalam kliring.

Diharapkan bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara
kliring di dalam menyerahkan data Kiiring tidak terlambat dan sebaiknya data
kliring tersebut diserahkan setiap hari setelah penyelenggaraan kliring sehingga
data tersebut tidak terlambat diserahkan, apabila data tersebut terlambat
diserahkan dapat merugikan semua pihak. Bank Indonesia di dalam melakukan
pengawasan secara langsung sebaiknya dilakukan sekurang- kurangnya | (satu)
kali dalam sebulan sehingga Bank Indonesia dapat lebih cepat mengetahui apabila
timbul ketidakberesan dalam bank yang telah ditunjuk.

Diharapkan bagi bank peserta kliring di dalam pertemuan kliring penyerahan dan
kliring pengembalian harus datang tepat waktu apabila peserta terlambat harus
dikenakan sanksi denda ataupun digantikan oleh peserta lain yang telah ditunjuk
oleh bank yang bersangkutan.

Pengawasan dan pembinaan bank agar lebih diintensifkan lagi cleh Bank
Indonesia, sehingga dapat dicapai tingkat kesehatan bank yang benar-benar dapat

menjamin semua kepentingan masyarakat pengguna fasilitas perbankan.
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Lampiran 2 i

ANGGOTA-ANGGOTA UTAMA SISTEM MONETER DAN
PERBANKAN INDONESIA

Dewan stabilitas ekonomi

Dirjen Moneter DN

Dirjen Moneter LN |

- Dewan Meuteri Keu: Letu:
Dep. Keungan cwa Menteri Keuangan  (Ketua)
Menteri perdagangan (Anggota)
Moneter
Gubernur Bank Indonesia  (Anggota)

Deputy perencanan ]

Moneter dan

Pembiayaan,

BAPPENAS Bank Sentral
Bank Indonesia
{ | l
Bank Pemerintah Bank Asing Bank Swasta
- Bank Umum - Kantor cabang - Bank Umum
- Bank Pembangunan - Kantor Sub-Cabang - Bank Umum dan Devisa
- Bank Tabungan - Kantor Perwakilan - Bank Tabungan
- Beberapa Bank - Bank Pembangunan

Pembangunan Daerah - Bank Perkreditan Rakyat
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Sandi Bank
Nama Bank

- 000 — 0000

“Bank ZZZ KCIOSARI

DAFTAR WARKAT
Yang di tolak dengan alasan kosong

TGL:05/107/99

PSOKL — 2204

P\lo. NAMA NASABAH, | NPWP dan | Jenis | No. Cek/BG | Nominal Dasar
Nama penarik dan No. REKG Dan tanggal penolakan
Alamat nasabah nasabah warkat
1. | Angin lesus.PT BG 5445202 | 2.000.000 Saldo
1 2.678.122.2,
Penarik : Timbul JI. 11 |7 Okt’99 tidak
Tenggelam No.13 cuku
= 0031890022 P
Ujung pandang
) derdi Silalahi i) 2 [,
s Perdi Silalahi | 234.567.8. Cek 123456 5.000.000 | Rekening
Penarik : Perdi 821 17 Okt’99 telah
Silalahi JI. Sabang 00521345067 ditutup
Merauke No.1 Ujung
Pandang |
|

Ujung Pandang, 5 Oktober 1999
Bank

Ttd

(Nama jelas)
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Surat Peringatan |

No. |
Perihal : Penarikan cek / BG kosong
Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal ... ......... kami telah menerima

I lembar cek / BG yang ditarik oleh saudara yaitu :
. Cek/BGNo...............tanggal ..o Sebesar Rp i
Yang kami tolak pembayarannya karcna dana saudara pada kami tidak
mencukupi untuk memperhitungkan cek / BG tersebut.
Sclanjutnya kami mcmim}la perhatian saudara dengan kejadian tersebut tidak
terutang lagi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan rekening
saudara.

Demikian agar saudara maklum

ggi= Bl Bank
" coret yang tidak perlu
ttd

(nama jelas)
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Surat Peringatan Il

No. 2

Perihal : Penarikan cek/BG kosong

Menunjuk surat kami kepada saudara No. 1 tanggal................. perihal
tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal ...............

kami telah menerima lagi cek/BG kosong yang saudara tarik yaitu

yang kami tolak pembayarannya karcna dana saudara pada kami tidak mencukupi
untuk memperhitungkan cck/BG tersebut. Kami minta perhatian saudara bahwa
surat peringatan ini merupakan peringatan terakhir, sehi.ngga apabila saudara
melakukan penarikan cek / BG kosong lagi, maka rekening akan kami tutup.

Penutupan rekening dimaksud akan mengakibatkan pencantuman nama
saudara dalam daftar hitam dan dihentikannya hubungan rekening saudara dengan
bank-bank lainnya.

Demikian agar saudara maklum.

Bank

Ttd

(nama jelas)
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Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening

(SPPR)
No. 3
Jakarta
Kepada: ............

Perihal : Penutupan Rekening Koran Saudara Karena Penarikan Cek/BG Kosong

Meskipun telah 2x kami berikan sural peringatan kepada saudara yaitu

surat No.1 tanggal _................. dan No.2 tanggal ............... namun pada
tanggal .................... saudara masih menarik cek/BG kosong lagi yaitu :
- Cek/BG NO. ov vveev Tanggal e scbesar Rpea. s,

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat mi
rekening saudara kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami minta agar saudara
mengembalikan sisa buku cek/BG yang belum terpakai dan kini masih ada dalam
persediaan saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor :

&\ Cele Noww: s sampai dengan No............
- BGNo...........sampai dengan No............

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama saudara akan
dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penarik cek atau BG kosong yang
diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dihentikannya hubungan rekening koran
dengan bank-bank lainnya.

Penutupan rekening saudara tesebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal
penerbitan daftar hitam.

Demikian dengan saudara maklum

Bank....
Ttd

(nama jelas)

( LLampiran 6



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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PEPUTARAN KLIRING DAN PENOLAKAN WARKAT KLIRING
SE WILAYAH KERJA KANTOR BANK INDONESIA JEMBER

PERIODE TAHUN 2001

PESERTA : 32

NOMINALES

% | [NOMINAL NOMINAL
33.486 §21.317 4 88.C5 114 869.85 75 714.23 22 118 957.9 0.35 0.15
31.091 550.691 16 86.03 98 546.86 97 1479.13 20 114 632.89 0.37 0.11
33.785 550.614 13 133.28 108 771.01 s5 1225.75 20 121 904.29 0.36 0.14
34,511 §79.076 15 147.58 53 317.61 55 549.5 20 68 465.19 0.20 0.07
35.362 £68.488 22 305.97 114 623.45 2 524.03 21 136 929.42 0.37 0.14
32.565 721.000 30 168.42 66 400.99 53 650.65| 20 9% 569.41 0.29 0.08
: 37.437 521.253 19 128.79 79 515.11 41 592.28 2 a8 643.9 0.25 0.08
AGUSTUS, -+ 45.495 735.743 39 773.45 110 311.93 51 283.29 22 149 1585.32 0.33 0.20
SEPTEMBER L. 32.587 783.393 a3 418.14 13 B04.72 65 890.19 20 146 1222.86 0.45 0.16
CTORER™"" 39,783 1.037.890 57 295.99 122 749,29 117 1102.78 22 179 1045.28 0.45 0.10
22.237 432.377 62 583.92 91 711.5 39 262.3 22 153 1295.42 0.69 0.30
33.155 €87.349 48 779.07 172 1709.52 118 1070.31 18 220 2488.59 0.66 0.25
| L
412.496 | 8.788.188 358 3908.7 1240 £331.84 850 9344.44 249 1598 12740.54 0.39 0.14
34,375 732.349 30 325.73 103 735.99 71 778.70 133 1061.71 0.03 0.01
1.657 35.204 1 15.70 5 35.47 3 3753 6 51.17 0.00 0.00
REKAPITULASI LAPORAN
231746 5584770.14 116 1859.32 667 5270.89 625 7198.61 249 783 7130 0 0.13
931 7132.53 ) 7.47 3 2117 3 28.91 3 29 0 0.00
134622 2451404.78 229 1980.42 363 2243.98 180 1651.98 592 4224 0 0.17
541 3143.55 1 7.95 1 9.01 1 6.63 2 17 0 0.00
46126 742013.45 13 68.96 210 1316.97 45 293,85 223 1385 1 0.19
185 947.65 0 0.28 1 5.29 0 1.98 1 6 0 0.0
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B- BANK INDONIE SIA
No. 1/ 4 /DASP Jakarta, 29 November 1999
SURAT EDARAN
s Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA
Perthal ;' Pemberian  Persetujuan Terhadap  Pihak  Lain  Untuk

Mcnyclenggarakéh Klin’ng di Dacrah yang Tidak Terdapat Kantor

Bank Indonesia.

Sebagaimana dikc.tahni Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia
Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring
Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil
Kliring Lokal (PBI No. 1/3/PB1/1999) menclapkan bahwa Penyelenggara di daerah
yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain dengan persetujuan
Bank Indonesia. Selanjutnya Pasal 12 ayat (3) PBI No. 1/3/PB1/1999 menetapkan
bahwa ketentuan pelaksanaan mcnéenai pemberian, persetujuan Bank Indonesia
kepada Penyelenggara sebagaimana dimalksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut

dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai
pemberian persetujuan terhadap pihak lain untuk menyelenggarakan kliring di

dacrah yang tidak terdapat kantor Bank Indoncsia sebagai berikut.
I. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
A, Persyaratan Penyclenggaraan ICliring Lokal

Penyclenggaraan Kliring di Wilayah Kliring yang tidak terdapat

kantor Bank Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan

* Bank Qi

1

B1 100 tA4BI. 750/ . 5. 9. Du
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Bank-bank sclcmpét. Untuk itu Bank-bank setempat terlecbih dahulu
harus mengadakan kesepakatan tertulis mengenai dukungan bagi
diselenggarakannya Kliring Lokal dan pihak yang diusulkan sebagai
Penyclenggara serta sistem Kliring yang akan digunakan. Kesepakatan
tersebut harus ditandatangani oleh seluruh Bank yang mendukung
. diselenggarakannya Kliring Lokal.
Berkenaan  dengan  pengusulan  scbagai  Penyelenggara,  perlu
dikemukakan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 12 ayat (2) PBI No.
1/3/PBJ/1999, scmentara ini yang dapat menjadi Penyclenggara adalah
Nank. Dalam  kaitan ini  yang dimaksud dengan  Bank  scbagai
Penyclenggara Kliring adalah salah satu Bank yang menandatangani

kescpakatan tertulis tersebut di atas.

Kesepakatan tertulis ini bagi Bank-bank yang menandatanganinya
berfungsi pula scbagai permohonan untuk menjadi Peserta, sehingga
Bank-bank tersebut sccara otomatis menjadi Peserla apabila nanlinya
Bank Indonesia memberikan persetujuan bagi penyclenggaraan Kliring

Lokal di daerah tersebut.

Dalam melakukan kesepakatan mengenai penyelenggaraan Kliring
L.okal dan pengusulan  Penyclenggara, Bank-bank  perlu

memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
Al
I. Persyaratan Umum
Persyaratan  ini merupakan persyaralan minimal yang harus

dipenuhi agar di suatu wilayah dapat diselenggarakan Kliring

Lokal, yaitu :
a. Jumlah Bank

Jumlah Bank yang menandatangani kesepakatan untuk

mendukung  penyelenggaraan  Kliring  Lokal  scbagaimana

tersebut g b


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

WAL BHEME M sSn N Halmman 3

terscbut di atas minimal 4 (cmpat) Bank yang berbeda, dan

scluruhnya berstatus kantor cabang.
b. Jumlah Transaksi

Jumlah transaksi antar Bank sctempat yang potensial untuk
diselesaikan melalui Kliring dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
tcrakhir rata-rata per hari sccara keseluruhan minimal 60

lransaksi, yang meliputi

1) trensfer dari nasabah suatu Bank kepada nasabah Bank lain;
2) transfer dari Bank untuk untung nasabah pada Bank lain;

1) transfer dari nasabah sudatu Bank untuk untung Bank lain;
1) teansfer dari salu Bank untuk untung Bank lainnya;

5) penagihan cck dan bilyet giro oleh nasabal Bank lain.

Dalam kaitan ini perlu ditcgaskan bahwa transfer scbagaimana
dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 4) adalah
transfer yang tidak berkaitan dengan penagihan cek dan bilyet
giro scbagaimana dimaksud dalam . angka 5). Selain itu
transaksi yang dihitung adalah transaksi dari Bank-bank yang
menandatangani kescpakatan dukungan penyclenggaraan Kliring

Lokal.
¢. Waktu tempuh

Waktu tempuh dari lokasi calon Peserta ke lokasi calon

Penyelenggara maksimal 45 (empat puluh lima) menit.

d. Perkembangan ckonomi/prospck perkembangan ckonomi

Pcrkembangan ckonomi di daerah yang dikehendaki untuk

disclenggarakan  Kliring  Lokal menunjukkan  tingkat
pertumbuhan atau mempunyai prospek  perkcmbangan yang

posilif berdasarkan analisa data  statistik Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) sclempal sclama 3 (liga) tahun terakhir. )
' 2. Persyaratan QL

0I-101 (A40)-200¢-12-97-AED
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2. Persyaratan Penyelenggara

Bank Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada semua
Bank baik Bank milik pemerintah, pemerintah dacrah, maupun milik
swasla nasional untuk menjadi Penyelenggara Kliring Lokal, dengan

persyavatan sebagai berikut :

a. mempunyai kesiapan dari segi organ‘isnsi yang memungkinkan
ditempatkannya kegiatan penyclenggaraan Kliring Lokal ke
dalam suatu unit tersendiri dan dapat menyediakan sumber daya
manusia yang mempunyai pemahaman mengenai Kliring Lokal

serla mempunyai sistem administrasi yang memadai;

b. memiliki ruangan dan peralatan yang mendukung pertukaran
Warkal dan atau DIE antar Peserta.serta memiliki peralatan
komunikasi yang memadai sckurang-kurangnya berupa telepon,

faksimili dan teleks.

c. memiliki tcmpat penyelenggaraan Kliring Lokal yang mudah
dijangkau oleh Pescrta sehingga dapat disclenggarakan scsuai
dengan jadwal yang ditetapkan dan tempat penyelenggaraan

Kliring Lokal lersebut dapat terpisah dari lokasi kantor Bank.

Tata Cara Pemberian Persctujuan

Dengan memperhatikan persyaratan pada angka LA.1 dan angka 1.LA.2

di atas, Bank-bank yang menginginkan adanya penyelenggaraan Kliring

Lokal dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Kliring

LLokal dengan kclentuan sebagai berikut

1.

I"ermohonan

Permohonan diajukan sccara tertulis olch Bank yang diusulkan
schagai  Penyclenggara  kepada  Biro  Pengembangan  Sistem

Pembayaran Nasional, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jekarta, Kode

Pos @

(

4

IMTalaman .9
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Halaman ..

Pos 10010, untuk wilayah DIU Jakarta Raya, Serang, Pandeglang,

Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang, dan Bekasi atau ICantor Bank

Indonesia setempat untuk wilayah di luar wilayah terscbut di atas

(untuk sclanjutnya  discbut Bank ™ Indoncsia yang mewilayahi)

dengan menggunakan format pada Lampiran 1, disertai Lampiran-

lampiran scbagai berikut :

d

Kesepakatan tertulis dari calon Peserta mengenai:

1) dukungan adanya penyclengparaan IKCliring okal,
2) usulan Bank yang akan menjadi Penyelenggara dengan
memperhatikan pcrsynr:ilan pada angka [LA.2,;

3) usulan sistem Kliring yang akan digunakan.

Dala transaksi havian yang poltensial untuk dikliringkan dalam 6
(enam) bulan terakhic  per  Bank yang menandatangaii

kesepalkatan dukungan penyelenggaraan Kliring Lokal.

Rencana struktur organisasi Bank anabila yang bersangkutan

disctujui untuk menjadi Penyclenggara.

Perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing calon Peserta

ke lokasi calun Penyelengpara.
>

Usulan jadwal Kliring LoRal dan jadwal pelimpahan hasil

Kliring Lokal.

Persetujuan Penyclenggaraan Kliring Lokal

il

b.

Alas dasar permohonan yang diajukan, Bank Indonesia yang
mewilayahi melakukan pengecekan atas kebenaran permohonan
tersebut, termasuk meclakukan penelitian lapangan, dengan

memperhatikan  persyaratan penyelenggaraan  Kliring Lokal

scbagaimana dimaksud pada angka L.A.

Apabila persyaratan terscbut pada angka I.A. telah dipenuhi,

Bank Indonesia yanpg mewilayahi akan mengeluarkan keputusan

tentang %

l
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tentang pembcerian persetujuan scbagai Penyelenggara yang
memuat nama Bank Penyelenggara, nama wilayah Kliring Lokal

danr tanggal dimulainya kegiatan Kliring Lokal.

Keputusan tersebut kemudian disampaikan secara tertulis kepada
Bank yang telah disetujui menjadi Penyelenggara dengan
tembusan kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan. Surat

terscbut juga memuat hal-hal scbagai berikul :

1) penetapan sistem Kliring yang akan digunakan,

2) pemberitahuan kepada Pcayelenggara mengenai persiapan
yang harus dilakukan termasuk jadwal pelatihan bagi
Penyelenggara dan  Teserla mengenal  tata  cara
penyelenggaraan Kliring Lokal scsuai dengan sistem Kliring
yang akan digunakan;

3) persctujuan alas jadwal Kliring Lokal dan jadwal pelimpahan

hasil Kliring J.okal yang diusulkan oleh Penycienggara.

Apabila salah satu persyaratan tersebut pada angka LA tidak
dapat dipenuhi, Bank Indonesia yang mecwilayahi akan
memberitahukan  kepada  calon  Penyelenggara  mengenai
penolakan permohonan yang bersangkutan dengan menycbutkan
persyaratan  yang  belum  dipenuhi. Sclanjutnya calon
Penyclengpara dapat mengajukan permohonan kembali sclelaly
persyaratan terscbut dapat dipenuhi, sceepat-cepatnya 6 (cnam)

tulan sctelah tanggal surat penolakan.

Persctujuan  alau  penolakan atas permohonan pembukaan

penyclenggaraan Kliring Lokal scbagaimana dimaksud dalam

angka [.B.1 diberikan olch Bank Indoncsia yang mewilayahi
sclambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
kalender sctelah dokumen permohonan diterima sccara lengkap. |

i
C. Bantuan . A

Halaman

6.
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Bantuan Keuangan dan Biaya Kliring

:\’

Bank Indoncsia memberikan bantuan  kcuangan  kepada sctiap
Penyclenggara yang mcnggunakan sistem manual  sebesar
Rp.1.750.000,- (satu juta tujub, ratus lima puluh ribu rupiah) per
bulan,'dan kepada Penyclenggara yang menggunakan sistem semi
otomasi sct)csar Rp 2.000.000,- (d;la juta rupiah) per bulan melalui

kantor pusat Penyclengpgara.

Dalam hal Penyelenggara mendapat bantuan keuangan dari Bank
Indonesia  scbagaimana dimaksud dalam angka 1, maka
Penyclenggara tidak  diperkenankan untuk mengenakan biaya

Kliring kepada Pescrta.

Dalam hal penyclenggaraan  Kliring  Lokal = tidak memenuhi
persyaralan scbagaimana dimaksud dalam angka LA.1.a atau LA.1.b
selama periode 12 (dua belas) bulan berturut-turut, Bank Indonesia
akan mengurangi bantuan keuangan scbcsar- 50% (lima puluh per
scratus) dari bantuan keuangan yang diberikan oleh Bank Indonesia.
Bagi Penyclenggara yang sudah ada pada saat Surat Edaran ini
dikeluarkan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam angka LA.l.a dan LA.1.b maka periode 12 (dua belas) bulan
berturut-turut terscbut dimulai scjak tanggal berlakunya Surat

Edaran ini.

Dalam hal jumlah rata-rata perputaran Warkat Kliring penycrahan
per hari telah mencapai lebih dari 1000 (scribu) lembar selama 6
(ecnam) bulan berturut-turut, Bank Indonesia akan menghentikan
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud daiam angka 1. Scbagai
gantinya Penyelenggara dapat mengenakan biaya kepada Pcserta

yang jenis dan besarnya sama dengan jenis dan besarnya biaya yang

dibebankan Bank Indonesia kepada Peserta dalam sistem Kliring

yang %

[alaman .
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yang sama. Scbagai pelaksanaan dati ketentuan ini Bank Indonesia
yang mewilayahi akan mengirimkan surat pemberitakuan kepada
Penyclenggara dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara
mengenal rencana penghentian bantuan kecuangan dan pengenaan
biaya terscbut i atas celambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari
Kkalender scbelum tanggal efeklif penghentian bantuan keuangan.
Selanjutnya Penyclenggara memberitahukan hal tersebut kepada
seluruh Peserta sclambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja scbelum
tanggal efektil pengenaan biaya tersebul. Bagi Penyclenggara yang
suduh ada pada saat Surat Edaran ini diberlakukan maka periode 0
(enam)  bulan berturut-turut  tcrsebut dimulai scjak tanggal

berlakunya Surat Edaran ini.

5 Dalam hal jumlah rata-rata perputaran Warkat Kliring penycrahan
per hari menjadi  kurang dari 1000 (seribu) lembar, maka
Penyelenggara schagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak dapat
memperoleh kembali bLantuan keuangan dari DBank Indonesia.
Namun, apabila hal tersebut terjadi sclama’0 (enam) bulan berturut-
turut  dan  biaya  yang dikenakan kepada Peserta
scbagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak dapat menutupi ‘biaya
penyelenggaraan Kliring Lokal maka DPenyclenggara, atas
persctujuan seluruh Peserta, dapat mengenakan tambahan biaya

yang tidak dikaitkan dengan jumlah warkat kepada para Peserta. '

Pcrsclujuan pengenaan tambahan biaya ini harus dilaporkan kepada-
Bank Indonesia yang mewilayahi, dengan menggunakan format
pada Lampiran 2, dilengkapi dengan data pendukung mengenal
kekurangan biaya penyclengpgaraan tersebut, sclambat-lambatnya 14
(cmpat belas) hari kalender scbelum tanggal berlakunya pengenaan

tambahan biaya tersebul. .

Penyelenggara memberitahukan berlakunya pengenas tambahan

biaya /‘;’
il

§t-101 (A4B)- 2C01-12-97 <ALED
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biaya tersebut kepada scluruh Peserta selambat-lambatnya 3 (liga)
hari kerja sebelum tanggal berlakunya pengenaan tambahan biaya

terscbut.-

Periode Scbagai Penyelenggara

1. Persctujuan  Bank Indonésia kepada Bank untuk menjadi

Penyclenggara diberikan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal kepulusan tentang persetujuan sebagai Pecnyelenggara.
Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum
berakhirnya periode  schagai Penyclenggara, Pescrla kembali
mengadakan kcscllaakalan untuk menetapkan pcrpanjangan periode
scbagai Penyclenggara atau n-lcngusulkan Bank lain scbagai calon
Penyclenggara: Usulan untuk memperpanjang periode Penyclenggara
atau usulan calon Penyclenggara baru harus didukung dan disetujui
oleh sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per scratus) P'eserla
Langsung. Peserta yang mendukung tersebul dapat berupa kantor
cabang pembantu yang tclah disctujui menjadi Peserta Langsung.
Dalam pengusulan perpanjangan periode Penyelenggara lama atau
calon Penyelenggara baru, Pescrtﬁ liarus memperhatikan persyaratan

scbagai Penyclenggara sebagaimana dimaksud dalam angka L.A.2.

. Dalam hal para Pescrla scbagaimana dimaksud dalam angka |

mengusulkan  untuk memperpanjang periode  Penyelenggara,
Penyclenggara wajib mengajukan pcrmononan sccara tertulis untuk
memperpanjang  periode scbagai Penyelenggara kepada Bank
Indoncsia yang mewilayahi 60 (cnam puluh) hari kalender scbelum
tanggal berakhirya periode persetujuan  scbagai Penyelenggara
dengan menggunakan format pada Lampiran 3. Petmohonan

tersebut dilampiri dengan 4

a. surat dukungan dan persetujuan dari Pescrta, sebagaimana

dimaksud /)f

Halaman .
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‘ dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas;

b. struktur organisasi Penyclenggara dalam hal terdapat perubahan

stouklur organisasi:

¢. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke
lokasi Penyelenggara dalam  hal Penyelenggara mempunyaij

rencana pemindahan lokasi penyclenggaraan Kliring Lokal.

3. Setelah mencrima  permohonan tersebut, Bank Indonesia yang
mewilayahi  akan  melakukan penilaian  apakah  persyaratan

sebagaimana dimaksud pada angka I.A.2 telah terpenuhi.

Apabila semua persyaratan - telah terpenubi maka Bank Indonesia
yang mewilayahi akan mengeluarkan keputusan  mengenai
persetujuan  sebagai Penyelenggara.  Keputusan . tersebut alkan
disampaikan sccara tertulis kepada Penyelenggara c]éngan tembusan

kepada kantor pusat Penyelenggara.’

Dalam hal persyaratan scbagaimana dimaksud dalam angka 1.A.2
tidak  terpenuhi,  Bank  Indoncsia yang mewilayahi akan
memberitahukan kenada Penyelenggara mengenai penolakan
permohonan yang bersangkutan secara tertulis dengan menyebutkan
persyaralan yang tidak terpenuhi dengan tembusan -kepada kantor

pusatl Penyelengpara,

Persclujuan dan penolakan yang disampaikan terscbut ‘di  atas
diberikan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi sclambat-lambawnya
30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara

lengkap.,

Dalam hal terjadi penolakan perpanjangan scbagai Penyelenggara,
Peserta segera melakukan kesepakatan untuk mengusulkan calon

Penyelengpara baru, Sclanjutnya  calon Pényclcnggara baru

mengajukan 47 %

7
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mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi
sclambat-lambatnya 14 (cmpal belas) hari  kalender setelah
penolakan diterima oleh Penyelenggara lama. Tata cara pemberian
persctujuan mengikuti tata cara sc'lm'gailﬁ%ma dimaksud dalam angka

4 di bawah ini.

. Dalam hal Peserta memilil untuic mengusulkan calon Penyclenggara

baru, calon Pcnyclcngghm baru wajib mengajukan permohonan
kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dengan menggunakan
format pada Lampiran 4 selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
kalender sebelum tanggal berakhirnya periode persetujuan scbagai

Penyelenggara dengan dilampiri :

a. surat dukungan dan persctujuan scbagaimana dimaksud dalam

angka 1 tersebut di atas;
b. struktur organisasi calon Penyclenggara baru;

. r. . . .
c. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Pcserta ke

lokasi calon Penyelenggara baru.

Alas pengajuan usulan calon Penyclenggara baru terscbul di alas,
Bank  Indoncsia akan mclakukan  penilaian kembali  dengan
memperhatikan  persyaratan scbagaimana dimaksud dalam angka

1LAZ,

Apabila memenuhi persyaratan, Bank Indonesia yang mcwilayah'i
akan memberikan Kepulusan mengenai pcrsctujuah scbagai
Penyelenggara. Keputusan terscbut disampaikan secara tertulis
kepada Penyelenggara yang baru dengan tembusan kepada
Penyclenggara yang lama, kantor pusal Penyclenggara yang lama

dan kantor pusat Penyelenggara yang baru.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka L.A.2

tidal .
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Langsung. Permohonan calon Penyelenggara baru tersebut

menggunakan format dalam Lampiran 4, dengan dilampiri:
a. surat dukungan dan persetujuan sebagaimana tersebut di atas;
b. struklur organisasi calon Penyelenggara baru,

c. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke

lokasi calon Penyclenggara baru.

Atas pengajuan usulan calon Penyclenggara baru tersebut di atas,
Bank Indonesia akan meclakukan penilaian kembali dengan
memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka

LA2.

Apabila memenuhi persyaratan, Bank Indonesia yang mewilayahi
akan  memberikan  kepulusan  lentang  persetujuan scbagai
Penyclenggara. Keputusan terscbul disampaikan  sccara tertulis
kepada. Penyeclenggara yang baru déngan tembusan kepada
Penyclenggara yang lama, kanlor pusal Penyelenggata yang lama
dan kantor pusat Penyclenggara yang baru. Tembusan kepada
Penyclenggara lama terscbut berfungsi pula sebagai pemberitahuan
bahwa permohonan pengunduran diri sebagai Penyelenggara telah
disetujui.

Dalam hal persyaratan scbagaimana dimaksud dalam angka 1.A.2
tidok  terpenuhi, Bank Indonesia yang mewilayahi akan
memberitahukan  kepada calon Penyclenggara baru mengenai
penolakan permohonan yang bersangkulan sccara lertulis dengan
menycbutkan persyaratan yang tidak terpenubi dengan tembusan
kepada Penyclenggara lama. Tembusan kepada Penyclenggara lama
tersebut berfungsi pula sebagai pemberitahuan bahwa permohonan

pengunduran diri sebagai Penyclenggara telah ditolak.

———

Persctujuan gﬁ

1
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Persetujuan dan penolakan  yang disampaikan tersebut dj atas

diberikan oleh Bank  Indoncsia yang mewilayahj

épository Universitas Jember

sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan

diterima sccara lengkap.

3. Penyelenggara Jama wajib untuk menyelenggarakan Kliring sampai
dengan Pcnycicnggnra baru yang disctujui olch Bank Indonesia yang

mewilayahi siap untuk menyelenggarakan Kliring,

. Penghentian Scbagai Penyelenggara

. Dalam hal Penyclenggara scia].m Peserla mcndapalr sanksi dihentikan
kcikutscrtaannya untuk sementara dalam Kliring Lokal scbagaimana
dimaksua dalam Pasal 25, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 PRI
No.I/]/PBI/1999, yang tidak melebihj 7 (tujuh) hari kalender atau
tidak melcbibi 3 (liga) kali dalam | (satu) tahun kalender, serta
masih dapat melakukan kegiatan opcrasional selaku Peserta maka

I’cnyelénggnra letap melaksanakan penyelenggaraan Kliring Lokal.
2. Dalam hal Penyelenggara selaku Peserta mendapal sanksi:

A. penghentian sementara keikutsertaannyn dalam Kliring Lokal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 33 é};al (1), dan
Pasal 34 pR] No.1/3/PB1/1999 melebihi 7 (twjuh) hari kalender
atau melebihi 3 (tiga) kali dalam satu lahun kalender;

b. penghentian kegiatan opcrasional;

C. pencabutan izin usaha; atau

d. pencabutan izin pembukaan kantor,

malca penyelenggaraan Kliring Lokal untuk seémentara dilaksanakan
oleh salah satu Peserta yang ditunjuk Bank Indonesia yang

mewilayali sampai  denpan disctujuinya  Pen clenggara  van
| G ]
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3. Scbagai tindak lanjut untuk persctujuan Penyelenggara yang definitif
seluruh Peserta wajib mengadakan kesepakatan tertulis untuk
mendukung dan menyctujuitcalon Penyelenggara baru, sclambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sctelah penunjukan Penyelenggara
sementara. Usulan untuk menunjuk  Penyclenggara baru wajib
didulzung dan disclujui olch sckurang-kurangnya 75% (tujuh puluh
lima per scralus) Peserla Langsung. Peserta yang mendukung
terscbut dapat berupa kantor cal;'ang pembantu yang telah disetujui

menjadi Peserta Langsung.

4. Selanjutnya calon Pcnyclcn‘gga;z\ baru tersebut mengajukan
permohonan  persetujuan sebagai Penyelenggara kepada Bank
Indonesia yang mewilayahi dengan menggunakan format dalam
Lampiran 6, sclambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah
tercapai kescpakatan terscbut di atas. Permohonan terscbut dilampiri

dengan:,
v, sural dukungan dan persclujuan scbagaimana terscbut di alas;
b. struktur organisasi calon Penyclenggara baru;

¢. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke

lokasi calon Penyelenggara baru.

Atas pengajuan usulan calon Pcnyclenggara baru terscbut di atas,
Bank Indonesia akan melakukan penilaian kembali dengan
memperhatikan persyaratan scbagaimana dimaksud dalam angka

LAZ

Apabila memenuhi persyaratan, Bank Indonesia yang mewilayahi
akan memberikan keputusan mengenai persctujuan  sebagai
Penyclenggara.  Kepulusan  (erscbul disampaikan sccara lertulis
kepada Penyclenggara yang baru dengan tembusan kepada  kantor

Dalam .. /z)

pusat Penyclenggara.
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Dalam hal persyaratan scbagaimana dimaksud dalam angka [.A.2
tidok terpenuhi, Bank Indonesia  yang mewilayahi  akan
memberitalukan  kepada  calon  Penyclenggara baru mengenal
penolakan permohonan yang bersangkutan secara tertulis dengan

menycbutkan persyaratan yang tidak terpenuhi.
G. Pembubaran Penyelenggaraan Kliring

1. Peayclenggaraan Kliring Lokal dibubarkan apabila penyelenggaraan
Kliring Lokal tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud
dalam angka LA.].a alau LA.1b sclama periode 24 (dua pulub

empat) bulan berturut-turut.

2. Penyclenggaraan Kliring Lokal dapat dibubarkan dengan perselujuan
cortulis  scluruh Pescrla apabila Peserta berpendapat — bahwa
penyclenggaraan  Kliving  Lokal tidak bermanfaat lagi  dalam
mempet lancar pembayarin gival,

Dalam  hubungan ini  Penyclenggara wajib  menyampaikan
permohonan pembubaran sccara tertulis kepada Bank Indoncsia yang
mewilayahi dengan menggunakan format dalam Lampiran 7 dengan
melampirkan kesepakatan tertulis  dari seluruh  Peserta untuk

membubarkan penyclenggaraan Kliring Lokal.

Bank Indoncsia  yang  mecwilayahi memberikan  keputusan
mengenai persetujuan pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal
sclambat-lambatnya 14 (empat belas)  hari kalender setelah
permohonan diterima sccara lengkap. Keputusan tersebut memuat
pula tanggal pecmbubaran penyclenggaraan Kliring Lokal dengan
memperhatikan ketentuan pada angka 3 di bawah ini. Selanjutnya
keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara

dengan tembusan kepada kantor pusat Penyclenggara.

Pembubaran  penyelenpgaraan Kliring  Lolkal berdasarkan alasan
. /"
schagaimana .(7
L

o

l

101 (AAD) 700 ¢ 1297 - ALD


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sanm TR B EMEErA - Halaman 17.

x

scbagaimana  dimaksud  dalam angka | dilakukan dengan
mencrbitkan  keputusan mengenai  pembubaran penyelenggaraan
Kliring Lokal olch Bank Indonesia yang mewilayahi. Keputusan
terscbut memuat pula tanggal pembubaran penyelenggaraan Kli.ring
Lokal dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3 di bawah ini.
Selanjutnya keputusan tersebut disampaikan sccara tertulis kepada

Penyclenggara dengan tembusan kepada kantor pusat Penyclengpara.

3. Penyclenggara  wajib memberitahukan  keputusan  mengenai
pembubaran  penyelenggaraan Kliring Lokal kepada Peserta
sclambat-lambatnya 7 (twjuh) hari  kerja scbelum  tanggal

pembubaran.
i Pemindahan Lokasi Penyelenggaraan Kliring Lokal

1. Penyelenggara dapat memindahkan lokasi penyelenggaraan Kliring
Lokal dengan ketentuan lokasi yang baru harus memenuhi
persyaratan scbagaimana dimaksud dalam angka [.A.2.b dan angka

1426

2. Penyelenggara mengajukan permohonan sccara tertulis kepada Bank
Indonesia yang mcwilayahi mengenai rencana pemindahan lokasi
penyelenggaraan Kliring Lokal disertai dengan alasan pemindahan
dengan menggunakan format dalam Lampiran 8 selambat-lambatnya
21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal pcmindahan lokasi

yang dircncanakan.

3. Selelah menerima permohonan lerscbut Bank Indoncsia yang

mewilayahi segera melakukan penilaian apakah lokasi yang baru

' tersebut memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud dalam angka
I.A.2.b dan angka I.LA.2.c. Apabila lokasi terscbut tclah memenuhi

syaral, Bank Indonesia yang mewilayahi memberikan persctujuan

B1-101 (A4D)- 2001297 - AED


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

- nigitad Repository Universitas Jember " 1%

tertulis atas pemindahan lokasi tersebut selambat-lambatnya 10

(sepuluh) hari kalender setclah permohonan diterima secara lengkap.

4, Penyclenggara wajib memberitahukan persetujuan  pemindahan
¥
lokasi terscbut sclambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum

tanggal diselenggarakannya Kliring Lokal di lokasi yang baru.

- 1. SISTEM PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL

A, Penyclenggaraan Kliring Lokal dapat dilakukan dengan menggunakan

sistem :

1. manual; atau

2. semi otomasi.

Tata cara penyelenggaraan Kliring Lokal terscbut tunduk pada Surat
Edaran Bank Indonesia yang mengatur masing-masing sistem Kliring

dimaksud di alas.

B. Penyclenggara dapat mengubah sistem penyelenggaraan Kliting Lokal
setelah memperoleh  persctujuan seluruh Peserta. Dalam hal ini
Penyelenggara  harus  terlebih dahulu  mengajukan  permohonan
perubahan  sistem  sceara lertulis  kepada Bank Indonesia  yang
mewilayahi dengan menggunakan format dalam Lampiran 9 dan
melampirkan  sural  persetujuan dari  scluruh  Pescrta.  Sclambat-
lambatnya S (lima) hari kerja sctelah mencrima permohonan tcrscbul-,

Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan perselujuan sccara

e

tertulis  kepada Penyclenggara  dan menginformasikan  mengenat

persiapan yang harus dilakukan antara lain meliputi:

1. penyediaan perangkat keras yang harus memenuhi spesifikasi yang
ditetapkan Bank Indonesia;

2. sumber daya manusia,

ral

3. rencana jadwal pelatihan. _ 7

! ( ;
C. Tanggal T/

(108 (ALY - 2000 - 1290 - ALD


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

,/?' DAND IWNDONESTA | | i Ilalaman .19.

Tanggal dimulainya pelaksanaan penyclenggaraan  Kliring Lokal

O

dengan sistem baru akan ditctapkan oleh Bank Indonesia yang
mewilayahi dengan memperhatikan tingkat kesiapan Penyelenggaia dan
scluruh Peserta, untuk sclanjutnya diberitahukan kepada Pcnyclcnggara
sccara terfulis sclambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal
diberlakukannya  sistem baj'u. "~ Sclanjutnya Pcnyclcnggaré
memberitahukan kepada seluruh Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga)

hari kerja sebelum tanggal diberlakukannya sistem baru tersebut.

1ll.  PENGAWASAN DAN PELAPORAN .

Bank Indonesia melakukan pengawasan (crhadap Penyelenggara baik sccara

langsung maupun tidak langsung.

A.  Pengawasan langsung dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan di
tempat penyelenggaraan Kliring Lokal sckurang-kurangnya 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun.

B. DPengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan mewajibkan
Penyclenggara untuk menyampaikan laporan mingguan scsuai dengan
format yang tercantum dalam Lampiran 10, dan menyampaikan laporan

insidentil.
1. Laporan Mingguan

Laporan mingguan terscbut dibagi dalam 4 (empat) periode lapora{\
yaitu pcricfdc tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, tanggal 8 sampai
dengan tanggal 15, tanggal 10 sampai dengan tanggal 23, dan
tanggal 24 sampai dengan akhir bulan. Laporan mingguan tersebut
disampaikan kepada Bank Indoncsia yang mewilayahi mclalui
(aksimili atau sarana elcktronik lainnya yang ditetapkan Bank

Indoncsia, yang harus sudah diterima sclambat-lambatnya 3 (liga)

hari kcrja sctelah akhir periode 1apor'm mingguan. Asli laporan

mingguan tersebut dlt'\taus'\h'lkm olch Penyclenggara. 2)
s Lapor'm

Ul-\?i (AAD)-T001-12-97-AED
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2. Laporan Insidentil

Laporan insidentil sebagaimana dimaksud di atas merupakan laporan
vang berkaitan dengan sctiap keputusan . yang diambil olch

Penyclenggara antara lain:

=

. pemberitahuan peniadaan kliring;
b. kehadiran Peserta melewati batas waktu jadwal Kliring;

. perubahan jadwal Kliring dan jadwal pelimpahan hasil Kliring;

(2]

d. perselisihan antar Pescita yang berkaitan dengan perhitungan

DIKE atau Warkat.

Laporan insidenti! tersebut harus sudah disampaikan kepada Bank
Indonesia yang mewilayahi selambat-lambatnya pada hari kerja

berikutnya.

V.  SANKSI

Penyelenggara  yang  terlambat menyampaikan  laporan  mingguan
schagaimana dimaksud dalam angka IIL.B.1. dikcnakan sanksi kewajiban
membayar schesar Rp. 100.000,00 (scratus ribu rupiah) untuk setiap hari

keterlambatan dengan maksimum scbesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sanksi tersebut akan dibebankan kepada Penyelenggara setiap akhir bulan
dengan cara mendebet rekening giro kantor lain dari Penyclenggara di Bank

Indonesia vang telah ditctapkan untuk menampung pelimpahan hasil kliring.

V. PERALIHAN

A. Penyclenggara yang sudah ada pada saat berlakunya Surat Edaran
Bank Indonesia ini dianggap telaly memperoleh persclujuan dari Bank
Indoncsia dan wajib mcmenuhi persyaratan pada angka LLA.l.a dan

[.A.1.b dalam jangka waklu selambat-lambatnya 24 (dua pulth empat)

N

bulan th /5

BI-101 (A4D)- 2001+ 12-97-AED
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e

bulan scjak tanggal berlakunya Surat Edaran ini, dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.C.3

dan 1.G.1.

B. Periode scbagm Penyelenggara scbagmm’ma dimaksud dalam angka
B untuk Penyclenggara yang suddh ada pada saat berlakunya Surat

Edaran ini dimulai sejak tanggal bcllakun_ya Surat Edaran ini.

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka ketentuan dalam
Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981
perihal Penyclenggaraan Kliring Lokal angka 11.2.2, 1112, dan VIIL7.7.1

dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 1999.

Agar scliap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengumuman Surat

Edaran ini dengan pencmpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

8

POIIAN
DE TI GUBERNUR

Demikian agar Saudara makium.

1290 Al
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PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL SECARA SEMI OTOMATIS

(Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

ha kit
SEMLA BANK TJMUM
L3 seDIONESTA

Bordasarkan Peraturan Bank Indonesia

Nomor o 2PR1/1999 tanggai 13 Agustus 1999
et Penvelenggaraan Kliring Lokal dan
Pemvelesning  tkhir Transaksi Pembayaran
v Bank ostas Hasil Kliring Lokal,

whinarana welah diubah dengan Peraturan
Bank Sndonesin Nomor @ 2/4B1/2000 tanggal
It joiiow 2000 tentang Perubahan atas
Peraran bunk Indonesia Nomor @ 1/3/PBU
‘:*..“‘-‘I teninng Penyelenggaraan Kliring Lokal
dun Peaveicsaiun Akhir Transaksi Pembayaran
Aviar Bunk Atas Hasil Kliring Lokal, ditetap-
«an butwa  penyelenggaraan Kiiring. Lokal
antara ain dilakukan dengan sistem semi
digtur lebih lanjut dengan Surat
daran Bank Indonesia.

Selivbungan dengan hal tersebul di atas,
Jenwan ini dikemukakan dengan sistem
olomasi, vaoy  selanjutnya disebut Semi
Otomasi #liring Lokal (SOKL), sebagai
bertkut '
L PENYELENGGARA

QLU st

A, PENMELENG GARA

i, Penvelenueara SOKL di Wilayah Kliring
vang erdapat kantor Bank  Indonesia
adalih Bank Indonesia;

Vemelenegara SOKL di Wilayah Kliring
vany tidak terdapat kantor Bank Indo-
nesia adalah pihak lain yang telah mem-
peroleh persetujuan dari Bank Indonesia.

3 Dutam hal Penyelenggara adalah pihak
lein sehagaimana dimaksud pada angka
authi persyaratan penyelenggara dan

0 208/DIASP Tanggal 4 Mei

!"..)

2000)

tata cara pemberian persetuji an terhadap
Penyelenggara tersebut mengacu kepada
ketentuan dalam Surat Edaran Bank In-
donesia Nomor : 1/4/DSAP tanggal 29
November 1999 perihal Pemberian Per-

selujua:  Terbadap Pihak Lain Untuk
Mc‘.n_vc:' nygarakan Kliring di Daerah yang
Tidak - ddpdl Kantor Bank Indonesia,

Kewajiban Penyelenggara

Kewajiban Penyelenggara yang berkaitan
dengan penyelenggaraan SOKL  adalah
sebacai barikut

Menyediakan fasilitas penyelenggaraan

sebagai Lierikut :

a.  Perangkat keras berupa personal
compater, printer dan uninterruptible
power supplay (UPS) yang memenuhi
spesifikasi teknis yany ditetapkan oleh
Bank Indonesia;

b. Sistem back-up perangkat keras dan
aplikasi;

¢. Ruangan dan fasilitas pendukung
untuk pertemuan Kliring antara lain
berupa meja, kursi dan papan nama
Pecerly;

d.  Peralatan komunikasi berupa pesawat
telepon, mesin teleks dan faksimili:

e, Daltar Hadie Peserta,

Nensdtausahakan dokumen yang berkaitan

denpnn penyelenpearaan Kliring Lokl

selapa herikut

a, Daltar hadie Pesertiy

I Data yang berkaitan dengan  wakil
Peserta dan perubihannya  dengan
mengeunakan Kartu Tata Usaha
Wakil Peserta scbagaimana  contob

Pampiran b
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¢. Dokymen-dokumen yang, memual
data pendukung hasil Iiliring me-
liputi :

1) Bukti Penyerahan Rekaman
Warkat Kliring Penyerahan dan

Pengembalian;

2 Daftar Warkat Yang Ditolak
Dengan Alasan Kosong disertai
SKPnya;

3) Bilyet Saldo Kliring

Penyerahan dan Pengembalian
Peserta Kliring;

4) Back-up rekaman data kliring
harian;

Meneruskan secara tertulis informasi
penolakan Nota Debet yang melanggar
ketentuan sebagaimana diatur dalam
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor :
L T/DASP tanggal 31 Desember 1999
peribal Penggunaan Nota Debet Dalam
Klirirg dari Peserta kepada Biro Pengem-
bangan Sistem Pembayaran Nasional,
Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta, Kode
Pos 10010, untuk wilayah DKL Jakarta
Raya, Serang, Pandeglang, Lebak,
Tangerang, Bogor, Karawang, dan Bekasi
atau  Kantor Bank Indonesiu setempat
untuk wilayah di Juar wilayah tersebut di
atas (untuk selanjutnya discbut Bank In-
donesia yang mewilayahi);

Menjaga kerahasiaan data yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Kliring.

Memberikan keputusan terlebih dahuiu
dalam hal terjadi perbedaan pendapat 2
(dua) atau lebih Peserta mengenai dapat
tidaknya suatu Warkat diperhitungkan
dalam Kliring Lokal. Dalam hal
keputusan tersebut masih belum dapat
diterima oleh Peserta yang terkait maka

Warta Perundang-undangan No.1960/Sening 12-6-2000

8

A.

13.

Penyelenggara menyerahkan penyelesaian
masalah tersebut kepada Bank Indonesia
yang mewilayahi  dan  Bank Indonesia
berwenang memberikan keputusan ter-
akhir.

WARKAT, DOKUMEN KLIRING DAN
LAPORAN HASIL KLIRING

Warkil

Warkat vang dapat diperhitungkan dalam
Kliriry sceara Semi Otomasi, meliputi
L . Gek;

2. Bilyet Giro;

3. Wesel Bank Untuk Transfer;

4. Surat Bukt Penerimaan ‘Transfer;
S Nt Debely

(. Nola Kredit.

dengan spesilikasi teknis sesuai dengan
ketentuan dalam Surat Edaran Bank In-
donesin Namor I/T/DASP tanggal 23
Descmber 1999 perilil Warkat, Dokumen
Kliring dan Percetakannya Pada
Perusalian Percetakan Dokumen Sckuriti
sebagaimang telah discmpurnakan dengan
Surat Lidaran Bank Indonesia Nomor

26/DASY tanggal 11 Februari 2000
perihai Penyvempurnaan Surat Edaran
Bank Indonesia Momor 1/7/IDASP
tanggal 23 Desember 1999 perihal Warkat,
Dokumen Kliring dan  Pencetakannya

Pada  Perusahaan Percetakan Dokumen
Sckurit.

Dokmen Kiiring

Jenis Dokumen Kliring

4. Yuup digunakan pada Kliring

Peoverahan -

iy Bukti Rekaman  Warkal
Penyerahan Kliring Penyerahan
(PSOKIL-1206) schagaimana
contoh pada Lampiran 2
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2y Daftar  Warkat  Kliring
Penyerahan menurut Bank
Penerima (PSOKI.- 1201)
sebagain.ana contoh pada Lam-
piran 3;

R Daftar Warkat Kliring Penye-
rahan menurut Bank Pengiriim
(PSOKL- 1205) sebaguimana
contoh pada Lampiran 4.

b. Yang digunakan pada Kiiring Pe-
ngembalian

1) Bukti Rekaman  Warkat
Tolakan Kliring Pengembidian
{(PSOKL-2202) sebagaimana
contoh pada Lampiran 3;

) Daftar Warkat Kliring Pengem-
batian menurut Bank Penerima
(PSOKL- 2201) sebagaimana
contoh pada Lampiran 0;

3} Daftar Warkat Khring Pengem-
balian menurut Bonk Pengitim
(PSOKL- 2205) sebagaimana
contoh pada Lampiran 7;

4) Daftar Warkat yang Ditolak
dengan alasan  kosong

(PSOKL-2204) schagaimana
contoh pada Lampiran 8 di-
sertai dengan Surat Keterangan
Penoiakan (PSOKIL-2203)
sebagaimana contoh pada Lam-
piran Y.

(]

Dokumen sebagaimana  dimaksud
pada nuruf a dan b dicetak oleh
Peserta sesual dengan Tormat yang
iecrdapat pada program apiikasi
SOKIL.

Spesilikagt Teknis Dokumen Kliring

C.

NS

Dokumen Kiiring yang digunakan dalam
SOKL. wajih memenuhr spesifikasi teknis
sesuai dengan ketentuan  dalam Surat
Edaran Banx Indenesia Naomor

YHDIASE anggal 23 Desewmber 1999
periha! Dokumen Kiiring dan
Pencetiikannya pada Perusabaan Per-
celakan

Wirka!,

Celuimen Schuorin scbagaimang
telah dichak dengan Sveat Fdaran Nomor
DO 2/O/ARY fanggai 1S Febraai 2000
serihal Pomvempurnaan surval ldaran
Bank Indenesin Nowor @ LADASE yaitu
dengan meneetak pade kertas continuous
form sane mengeunakan  printer dot
matrix densan minimai koalitas cetaknya
300 pes.

Laporan Tiasil Kliving

Lapovae Slasth Kliviog  dicetak
Penyelengeara, terdiri dan

oleh

a. Rekapitulast Khivise, Penveiahan Per
i . : < -
Pose gl B icig (PR30, 3204
schagiiinana contoh pade Lanmpiran
108

b. Rekapitulasi Kliving Pengembalian
Per Peserta Klirine (P50 - 3205)
schavaimana comoh paaa P empiran

iR

¢.  Bilyer Saldo Kliring Pepverahan dan
Pensembalian  (PSOKI, -3203)
sel aimana contoh pada aaupiran
12:

. Datur Bilvet Saldo Adniing Kliring
Penyeraban dan Pengembalian
Menurat Rekening Peserin Kliring di
Bunk tandonesia (PSORL-3206)
scimeaitmang contoh pads Pampiran
L3,

Spesilikasi aporan Hasil Kliving
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Laporan Hasil Kliring merupokan print
out (hasil cetakan) pada kertas continous
form yang menggunakan printer dot
matrix dengan miaimal kualitas cetaknya
3000 cps.

STEMPEL DAN TANDA PLENGENAL
WAKIIL PESERTA KLIRING

Stempel Kliring
Dalam penyelenggaraan SOKL Peserta

wajib menggunakan 2 (dua) jenis stempel
yaitu

0. Stempel Kliring yang memuat:

) Katn "KLIRING",

|

z) Tanggal, Bulan dan Tahun pada
suat Warkat dikliringkan;
3) Nama

atau nama singkatan

kantor Bank yang lazim
digunakan;

4) Identitas Peserta (Sandi Peserta
Kliring).

b, Stempel Kliring Dibatalkan yuang
memuat -

1) Kata "STEMPLL.
DIBATALKAN";

KLIRING

2) Nama atau aama singkatan
kantor Bank yang lazim
digunukan;

3 Kolom
pejabat.
Bentuk serta ukuran Stempet
Kliring dan Stempel Kliring
Dibatalkan sesuai dengan con-
toh pada Lampiran 14,

untuk tanda tangan

wita Peruadang-undangan No. 1960 Senin, 12-6-20000

F,

e

Pencgunaan Stempel Kliring mengacu
kepadia Penjelasan Pasal 36 PBI Nomor

CAPRET990 sebagaimana elah diubah
dengin PHBIE Nomor @ 2/4/PB1/2000 tanggal
L1 Febroari 2900 tentang Perubahan Atas
Poraturan Bank Indoncesia Nomor
LAPBET090 Tentang  Penyvelenggaraan
Kliring Lokal Dan Penvelescian Akhir
Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas
Flash Klirmg  Lokal.

Tann Pongenal Wakil Peserta Kliring
(W PR

TEPWPK merapakan tanda izin bagi setiap
wakilh Peserta untuk memasuki ruangan
Kliring dan wajib dikenalkan oleh wakil
Pererio seinma pervtemuan Kliving,

TIWPER dikeluarkan vieh Penvelenggara
pada wakte permohonan sehagal Pescita
disetijti atau setelah mendapat konfir-
s sodin iertulis dait Penvelenggara
ains permahonan pengeantian/penams-
haban wakil Peserta sebacaimana dimak-
sud pada angak TV hura! DA,

Dravn ! TIVWPK dimaksod hilang maka
Peserie waeiib mengaivka permobonan
pensrantian TPWERK kepada
fonueara dengan diliinpinn pas poto
uhnra Jos o em sebrovak 1ocaty lembar
din swrnt keterangan  kehilangan  dari
Kepoleann  Penyvelenggare memberikan
peageantian paling famiat 2 (dua) hari
ke prorimobanan diterima
e san lengekap.

Vg in ik
Py

e |

Drdaes bl PPWPK dimakeand rusak imaki
Peserin dapni nemperolel penggantian
Spengajuian surnt permohonan
S L BT TPWIEPK kepada
Pegvervneeia dergan dilampuri pas foto
Livne 200 em sebanvak ! (sa) lembar
sertn TPWPRK vang rasak. Penvelenggari
M ssetibon pengaantine pabing lambiat

e
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2 (dua) hari kerja setelalh permohonan
diterima dengan lengkap.

Selama TPWIK sebagaimana dimaksud
dalam angka 3 dan 4 belum memperoleh
penggantian - dari Penyelenggara, wakil
Deserta yang bersangkutan dapat meng-
ikuti pertemuan Kliring dengan smembawa
fotokopt surat permohonan yang telah
dilegalisir olch Penyelenggara.

Bentuk  dan  ukuran  TPWPK sesual
dengan contoh pada Lampiran 13.

KEPESERTAAN
Persyaratan menjadi Peserta

Persyaratan unrtuk menjadi Peserta

lLangsung

4 Kantor Bank yang dapat menjadi
Peserta Langsung adalan

1) Kaator cabang vang telah
mempero'eh izin pembukiaan
kantor dari  Bank Indonesia;

2) Kantor cabuany pembantu dari
Bank yang kintor pusalinyd
berkedudukan di luar negeri,
yang ‘telah mem peroleh izin
pembukaan kantor dari Bank
[ndonesia;

3) Kantor cabung pembantu dar
Buank yang Kkantor pusatnyd
berkedudukan di dalam negeri.
yang teiah memperolel izin
dari Bank Indonesia untuk
heroperasi di Wilayah Kliring
yang berbeda dari kantor
cabang induknya,

) Termasuk dalam pengertian
kantor cabang schagaimana
dimaksud dalam angka 1)

adalah kantor pusat
operasioaal,

b, Kantor Bank atau kantor lain dari
Bank sebagaimana  dimaksud pada
hoarul o meniliki rekening giro di
wilai sate kantor Bank Indonesia.

¢ Lokasi kantor Bank mcmungkinkun'
Bank tersebut untuk mengikuti Kli-
Fing secara tertib sesual jadwal Kliring
Faokal vang Citetapkan, Dalam hal ini
vang perlu cipertimbangkan adalah
wiiktu tempulin dari lokasi kantor Bank
ke lokasi Penvelenggara maksimal 43
(emoat pulub tima) menit.

Perss nratan untuk meniadi Peserta Tidak
Langsung

A lantor Bank o yang dapat menjadi
Peserta Tidak Laogsung adalah

L Kantar cabang vang telab

memperoich izin pembi i
kantor duri Bank Indonesi:

") Kantor cabang pembantu dard
Bank yang kantor pusataya
berkedudukan  di luar neger
vang ‘elal me,coeroleh iz
pembukaan dart Bank 1r-
donesis,

)

Kantor cabang pembantu dari
Bank yuang kantor pusatnyd
berkeaudukan di dalam negeri
yang tetah dilaporkan kepada
Bank Indonesiag

Termusuk dalam  pengertian
kantor cabang sebagaimand
dimaksud dalam angka 1)
adalub kantor pusil

aperasionag
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2 (dua) hari kerja setclah permohonan
diterima dengan lengkap.

Selama TPWIK sebagaimana dimaksud
dalam angka 3 dan 4 belum memperoleh
penggantian  dari Penyelengenri, wakil
Deserla yang bersangkutan dapat mengs
ikuti pertemuan Kliring dengan membawa
fotokopt surat permohonan yang telah
dilegalisic oleh Penyelenggara,

Bentuk  dan  ukuran  TPWPK sesual
dengan contoh pada Lampiran 152

KEPESERTAAN
Persyaratan menjadi Pescrta

Persyaratan urtuk menjadi Peserta

[Langsung

4 Kuantor Bank yang dapat menjadi
Peserta Langsung adalan

1) Kaator cabang vang telah
mempero'eh izin pembukaan
kantor dari  Bank Indonesiag

23 Kantor cabang pembantu dari
Bink yang kentor pusalnyd
berkedudukan di luar aegeri,
yang ‘telah mem peroleh izin
pembukaan kuantor dari Bank
Indonesia;

3) Kantor cabitng pembuntu dan
Bank yang kantor pusatiyd
berkedudukan di dalam negeri,
yang telah memperoleh izin
dari Bank Indonesia untuk
heroperasi di Wilayah Kliring
yang berbeda  dari kantor
cabang induknya.

) Termasuk dalam |lL‘I1_E“{‘l".i:|H
kantor cabuang scbhagaimian
dimaksud dalam angka 1)

adalah kantor pusat
aperasioaal.

L. Kantor Bank atau kantor lain dari
Bank sebagaimana  dimaksud  pada
huruf a0 memiliki rekening givo di
i satu kantor Bank Indonesia.

¢, lokasi kantor Bank mcmungkink:m'
Bank tersebut untuk mengikuti Kli-
Fing seeara tertib sesuai jadwal Kliring
| okal vang Citetapkan. Dalam hal ini
vang perlu cipertimbangkan adalah
wiktu tempub dari lokasi kantor Bank
Lo Tokasi Penvelenggara maksimal 43
femmnt puloiy lima) menil,

Perey artan untuk meniadi Peserta Tidak
Langsung

a0 bantor Bank o vang  dapat menjii
Peserta Tidak Langsung adalah

i Kantor cabang vang telad
memperoich izin pembit i
kantor dari Bank Indonesia

" Kantor cabang pembantu da
Bank yung Kkantor pusatinyi
berkedudukan i luar neger
vang ‘elab me.oeroleh iz
pembukaur dar! Banl 1r-
donesiz,

.-

Kanto: cabang pembantu dar
Bank yang kantor pusatiy
berkedudukan di dalam negeri
yang tehih ditaporkan kepada
Bank Indonesia;

by Termasuk  dalam pengertian
kantor cabang sebagaimana
dimaksud dalam angka 1)
adalul: kantar st
nperasion
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waktu 3 (tiga) hari kerja setelah
menerima surat pemberitahuan
dari Bank Indonesia yang
mewilayahi.

‘Dalam hal permohonan di-

setujui maka Penyelenggura
akan memberikan

a) Surat Persetujuan Keikut-
sertaan Sebagai Pescrta
Langsung kepada kantor
Bank pemohor sebagai-
mana dimaksud dalam
Lampiran [9a yang memual
antara lain :

(1) tanggal efektil keikut-
sertaan yaitu paling lam-
bat 10 (sepuluh) hari
kerja setelah tangpal
surat persetujuan dari
Penyelengpara;

(2) identitas Peserta berupa
nomor sandi kliring;

(3) kewajiban calon Pescirta
untuk menyampaikan
fisik stempel Kliring,

Stempel Kliring
Dibatalkan dan

spesimen Warkat palirg
lambat 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal efektil
keikutsertaannya;

(4) pemberitahuan bahwa
wakil Peserta telah
didaftar kan disertai
TPWPK.

Dalam hai calon Peserta
tidak dapat menyam-
paikan hal-hal
sehagaivana dimaksud

I,

dalam angita (3) dalam 3
(tiga) hari kerja sebelum
tanggal efektif keikut-
sertaan yang ditetapkan
maka tanggal efektif ter-
sebut ditunda menjadi 3
(tiga) hari kerja sctelah
hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam angka
(3) dipenuhi,

b)  Pelatihan singkat mengenii
twa cara pelaksanaan Kli-
ring SOKL;

selanjutnyt Penyelenggari
akan mengumumkan sccara
tertulis kepada Peserta lainnya
mengenal keikutsertaan Peser-
ta tersebut paling lambat 2
(dua) hari kerja sebelum
tanggal efektll keikutsertaan-
nya, dengan melampirkan
fotokopi contoh Stempel Kli-
ring, Stempel Kliring Dibatal-
kan, Warkat dari Peserta
tersebut.

Fisik  Stempel Kliring  dan
Stempel Kiiving Dibatalkan
dikembalikan Hleh Penveleng-
sara kepada calon Peserta
paling lambat | (satu) hari
kerja sebelum  tanggal efektit
keikutsertaannya.

Pl cara menjadi Peserta ‘Tidak
Langsung

R

Dengan memperhatikan  per-
syaratan  pada angka VA2,
kantor Bank dapat mengajukan
perimohonan scara  tertulis
untuk  menjadi Peserta Tidak
Langsung kepada Penyeleny

vara, Permolianan tersetsor o
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waktu 3 (tiga) hari kerja sctelah
menerima surat pemberitahuan
dari Bank Indonesia yang
mewilayahi.

‘Dalam hal permohonan i-

selujul maka Penyelengpara
akan memberikan :

a) Surat Persctujuan Keikut-
sertaan Sebagai Peserta
Langsung kepada kantor
Bank pemohon sebagai-
mana dimaksud dalam
Lampiran 19a yang memuat
antara lain ;

(1) tanggal efektif keikut-
sertaan yaitu paling lam-
bat 10 (sepulub) hari
kerja setelah tangpal
surat persctujuan dari
Penyelenggara;

(2) identitas Peserta berupa
nomor sandi kliring;

(3) kewajiban calon Pescita
untuk menyampaikan
fisik stempel Kliring,
Stempel Kliring
Dibatalkan dan
spesimen Warkat palirg
lambat 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal efekdil
keikutsertaannya;

(4) pemoeritahuan bahwa
wakil Peserta telah
didaltar kan discrtai
TPWPK.

Dalam hai calon Peserta
tidak dapat menyam-
paikan hal-hal
sehavaimana dimaksud

.

dalam angka (3) dalam 3
(tiga) hari kerjasebelum
tanggal elektif keikut-
sertaan yang ditetapkan
maka tanggal efektif ter-
sebut ditunda menjadi 3
(tiga) hari kerja sctelah
hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam angka
(3) dipenuhi.

b)  Pelatihan singkat mengenii
tava cara pelaksanaan IKli-
rine SOKIL.:

0) Selanjutnyt Penyelenggara
akan mengumumkan sccara
tertulis kepada Peserta lainnya
mengenai keikutsertaan Peser-
ta terschut paling lambar 2
(dua) hari kerja sebelum
tanggal efektil keikutsertaan-
nya, dengan melampirkan
fotokopi contoh Stempel  Kli-
ring, Stempel Kliring Dibatal-
kiam, Warkar dark [Peserta
tersebut.

R Fisik Stempel Kliring dan
Stempel Kiiving Dibatalkan
dikembalikan »leh Penyeleng-
sara kepada calon Peserta
paling lambat 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal efektif
keikutsertaannya.

datac cara menjadi Peserta Tidak
Langsung

) Dengan memperhatikan  per-
syaratan  pada angka TV.AZ.
kantor Bank dapat mengajukan
permohonan seara tertulis
untuk  mienjadi Peserta Tidak
Langeung Kepada Penyeleng

i, Permahionnn tersetain o
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taan yang ditetapkan maka
tanggal efektif tersebut
ditunda menjadi 3 (tiga)
hari kerja setelah hal-hal
sebagaimana dimaksud
dalam huruf b) dipenuhi.

Selanjutnya Penyclenggara
akan mengumumkin secara
tertulis kepada Peserta lainnya
mengenai keikutsertaan Paser-
ta Tidak Langsung terschul
paling lambat 2 {dua) hari kerja
sebelum tanggal efektif keikut-
sertaannya, dengan melam-
pirkan fotokopi contoh Stempel
Kliring, Stempel Kliring
Dibatalkan din Warkat.

Fisik Stempel Kliring dan
Stempel Kliring Dibatalkan
dikembalikan oleh
Penyelenggara kepada Peserta
paling lambat | (satu) hari
kerja sebelum tanggal clektl
keikutsertaan.

Penyelenggaran adalah Bank Indonesia

2. lata cara menjadi Peserta Langsung

b

Dengun memperhatikan per-
syaratan pada angka TV.ALL
kantor Bank dapat mengajukan
permohonan secara tertulis
untuk menjadi Pescrta
Langsung kepada
Penyelenggara dengan melam-
pirkan .

a) Formulir Data Kepeser-
taan schagaimana con-
toh pada Lampiran 16
yang Lelah diisi lengkap:

e

)

3

by Formulir Penunjukan
Pejabat Yang Berwenang
untuk menandatangani
Surat Keterangan
Penclakan dan Dafrar
Warlat Yang Ditclak De-
ngan Alasan Kosong
sebagaimana- contoh pada
Lampiran 17 yang telah diisi
lengkap;

¢) Formulir Penunjukan
Wakil Peserta sebagai mana
contoh padsa Lampiran 18
vang telah diisi lengkap.
Dalam surat nermohonan
terschut kantor Bank yang
bersangkutan dapat meng
ajukan sekaligus kantor lain
yang akan menjadi Peserta
Tiduk Lanusang dengan
memperhatikan ketentuan
mengenai peisvaratan dan
tata cara permehonan men-
jadi - Peserta Tidak
Langsung.

Penyelenggara wajib pem-
beritahaan sccara tertulis
kepada kantor Bank pemohon
mengenai keputusan untuk
menyetujui atau menolak

kepesertaan dalam jungka

waktu 5 (limay Bari kerja
setelah surat permoehonan
diterima secara lengkap.

Dalam hal permohonan di-
setujui maka Penyelenggara
akan memberikan

a)  Surat Persetujuan Keilkut-
sertann Schagai Peserta
Langsung kepada kantor
Bank pemohon sebagai-
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taan yang ditetapkan maka
tanggal efektif tersebut
ditunda menjadi 3 (tiga)
hari kerja setelah hal-hal
sebagaimana dimaksud
dalam huruf b) dipenuhi.

Selanjutnya Penyclenggara
akan mengumumkian secard
tertulis kepadu Peserta lainnya
mengenai keikutsertaan Paser-
ta Tidak Langsung ferschut
paling lambat 2 {dua) hari kerja
sebelum tanggal efektif keikut-
sertaannya, dengan melam-
pirkan fotokopi contoh Stempel
Kliring, Stempel Kliring
Dibatalkan dan Warkat,

Fisik Stempel Kliring dan
Stempel Kliring Dibatalkan
dikembalikan oleh
Penyelenggara kepada Peserta
paling lambat | (satu) hari
kerja sebelum tanggal clektil
keikutsertaan.

Penyelenggaran adalah Bauk Indonesia

4. lata cara menjadi Peserta Langsung

0

Dengan memperhatikan per-
syaratan pada angka IV.ALL
kantor Bank dapat mengajukan
permohonan secara tertulis
untuk menjadi Pescrta
LLangsung kepada
Penyelenggara dengan melam-
pirkan .

a) Formulir Data Kepeser-
taan schagaimani con-
toh pada Lampiran 10
yang telah diisi lengkap:

o

by Formulir Penunjukan
Pejabat Yang Berwenang
untuk menandatangani
Surat Keterangan
Pencelakan dan Dafrar
Warkat Yang Ditclak De-
ngan Alasan Kosong
sebagaimana- contoh pada
Lampiran 17 yang telah diisi
lengkap;

¢) Formulir Penunjukan
Wakil Peserta sehagai mana
contnh pada Lampiran 18
vang telah diisi lengkayp.
Dalam surat nermohonan
terschut kantor Bank yang
bersangkutin dapat meng
ajukan sekaligus kantor lain
yang akan menjadi Peserta
Tiduk Langsing dengan
memperhatikan ketentuan
mengenai peisvaratan dan
tata cara permohonan men-
jadi  Peserta Tidak
LLangsung,

Penyelenggara wajib pem-
beritahaan secara tertulis
kepada kantor Bank pemohon
mengenai  keputusan untuk
menyetujui atiy mecnolak

kepesertaan dalam jungka

waktu 5 (lma) Bari kerja
setelah surat permehonun
ditesima secara lengkap.

Dalam  hal permohonan di-
setujui maka Penyelenggara
akan memberikan

4)  Surat Perscrujuan Keikut-
sertann Schagai Peserta
Langrung kepada kantor
Bank pemohen sehagai-
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piran 17 yang telah diisi 3)  Sclanjutnya Peoyelengeara
lengkap. akan mengumumkan  sconi
tertulis kepada Peserta lainnyu
2) Dalamn hal permohonan di- mengenai keikutsertaan Peser-
setujui maka Penyclenggara a Tidak Langsung terschui
akan memberikan Surat Per- paling lambat 2 (dua) hati ke
setujuan Keikutsertann Sebagal sehelum tanggal efekiil keill
Peserta Tidak Langsung kepada K¢ r:;umuy:l,uih:ngnl'u me -
kantor Bank pemohon sebugal pirkan fotokopi contoh stempe!
mana dimaksud pada Lampiran Kliring, stempel Kliring
19b yang memuat antara lain: Dibatalican don Warkat.
a) tanggal clektil keikutser- 4) isik stempel Kliring dan st

taan yaitu paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah
tanggal Surat Persetujuan
diterimu,

b) kewajiban calon Peserta
untuk menyampaikan con-
toh fisik Stempel Kiiring,
Stempel Kliring Dibatalkan
danspesimen Warkat paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum
tanggal clektil keikutser-

pel Kliving Dibatalkan dit.

balikan kepada Peserta peloa
ambat 1 (satn) hari '
seheli tangaal elefkul b

Seriain,

Verndslure Nama, Stalus Kantes
f:-‘”“lg ]'\’.L'l\(_‘SC]'ln;l“

Prerud i N Paserin

Ao Pergbaban awma Yesentd o
dilaporkan sccara tertulis ke
Venvelenggara paling lambat 3 v
ot keria sebelum tanggal efekui
kv nama Peserta yang i
dengan melampirkar

taannya;

¢) Pemberitahuan identitas
Peserta Tidak Langsung
menggunakan nomor sandi
kliring xantor induknya
yang telah menjadi Peserta ‘
Langsuny. )
Dalam hal culon Pescra
tidak dapat menyampaika
hal-hal sebagaimana dimak- . -
sitd pada huruf b) 3 (tiga) fisik Slf ;.!‘.|'u:l Fliring dan
hari kerja sehelum tanggal ped Ity Dibatatkan,
elfektif keikutsertaannya
maka tangeal efektif ter- ki
sebut ditunda paling sclima
3 (tiga) hart kerja setelah b,
hal-hal schagaimana dimak-
sud dalam  hurul b))
dipenuht.

fotakapi dokui ien perset
prerubabing naica Peserl
instans: vang berwenang.

apestinen Warkal,
.

Penvelengeara wajib - mengumuiiiag
cocura tertulis kepada Peserta Tainny
qiengenai setiap perubahan s
ifeserta tersebut paling lumbat 2 (i

i kerja sehelum tanggal efektii

Werta Perundang-undangan No.19ot Seain, 1.2-6- 2000
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piran 17 yang telah diisi
lengkap.

Dalarn hal permohonan di-
setujui maka Penyclenggara
akan memberikan Surat Per-
setujuan Keikutsertaan Sebagai
Peserta Tidak Langsung kepada
kantor Bank pemohon sebagal
mana dimaksud pada Lampiran
19h yang mcmuat antara lain:

a) tanggal clektil keikutser-
taan yaitu paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja setelah
tanggal Surat Persetujuan
diterinug

b) kewajiban calon Peserta
untuk menyampaikan con-
toh fisik Stempel Kiiring,
Stempel Kliring Dibatalkian
danspesimen Warkat paling
lambat 3 (Liga) hari sebelum
tanggal cfektil keikutser-
laannya;

¢) Pemberitahuan identitas
Peserta Tidak Langsung
menggunakan nomor sandi
kliring xantor induknya
yang telah menjadi Peserti
Langsuny.
Dalam hal calon Pescrta
tidak dapuat menyampaikae
hal-hal sebhagaimana dimak-
sud pada huruf b) 3 (tiga)
hari kerju sebelum tanggal
elfektil keikutsertaannya
maka tangeal cfektfl ter
sebut ditunda paling selama
3 (tiga) har kerja setelab
hal-hal schagaimana dimak-
sud dalam  bhuruf h)
dipenuhi.

Warta Perundang-undangan No. 1900 Senin, 1.2-0-2000

¢ Perudasha

Sclanjntnya Penyelengpara
akan mengumumkan sceir
tertulis kepada Peserta lainnyi
mengenai keikutsertaan Pescr-
ta Tidak Langsung tersebui
paling lambat 2 (doa) hari ke
sehelum tangeal efektil ket
sertaannya, dengan melann-
pirkan fotokopi contoh stempe!
Kliring, stempel Kliring
Dibatalkan dan Warkat,

Fisik stempel Kliring dan st
pel Kliring Dibatalkan ik,
halikan kepada Poserta pidov
ambat 1 (satu) hari '
sebeln dangual clefkuf b
Sertai.
M,

Statis Nantes

Stus Kepesertaan

1 Poepvixiban Nansn Veserin

D,

Ferubahan

dadig VesenlEs o

dilapurkan secara tertulis ke
Peovelenggara paling lambat 5
ori keria sebelum tanggal efekuit

kv

nanta Peserta  yang e

dengan melampirkan

B

[otokaps dokuen persal
prerubalions nairae Peseris
instanse vang berwenang:

Fisik Steimpel Kliring dan

ped iy Dibatalkan,

sryesipen, Nk,

Penvelenguara wajib o mengumuntig
cecnra tertulis kepada Peserta Tainns
menvenai setiap perubahan s
i'eserta tersebut paling lambat 2 (Ve
L kerja sehclum tiunggal efekiis o
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PENYELENGGALAAN KLIRING LOKAL SECARA SEMI OTOMATIS
(Snrat Edaran B:m!\ Indonesia Nomor @ 2/8/DASP Tanggal 4 Mei 2000y
(Sambungan Nomor 1960/Senin, 12 Juni 2000

t. Kemungkinen Perubiibiin status kan- Jadi kanter cabang dapat meng-
tor Peserta yang diikuti dengan uhah staus kepesertaannya
perubahan status kepescriaan menjadic Langsung.

1) Peserta Langsung dengan status ¢.  Dalam hal perabahan status kantor
kantor cabang vang I\c,mudum Peserta tidak diikuti dengan
berubah menjadi “antor cabang perubahan status kepes:rtaannya
pembantu, dapit mengubah dalam Kliring [.okal sebagaimana
status kepescitaannyi menjadi dimaksud dalam hurul a.l) sampai
Peserta Tidak | angsung sepan- dengan  a.4) maka
jang terdapat kantor lain dari
Bank tersebut vang telah men- 1) Penyelenggara adalah pihak
jadi Peserta langsung di lin yang memperoleh per-
Wilayah Kliring cang stna, setujuan Bank Indonesia

2 Peserta Tidak ! :+insuny dengan

a)  Peserta tersebul wajib
melaporkan perubahan
statuy kantornya kepada
Pcnvdc ngaart paling lam-
bat 3 (11_s__nl} hari kerja
sebelum tanggal  elektif
perubahan status kantornya
dengan melampirkan :

status kantor cabing vang
kemndian bevvizah menjadi
kantor cabang j:eibantu, dapat
mengubah statis kepesertaan-
nya menjadi Pescria Langsung
sepanjang memperoleh izin
dari Bank Indonesia untuk
menjadi  kamor cabang pem-

bantu di Wilaves Kliring yang (1) fotnkopi  dokumen
berbeda dari Lantor cabang perizinan/persetujuan
induknya perubahan status kantor

) Kantor Peserta;
3) Peserta Langsuny dengan status

kantor cabang pen lh‘mlu yang (2) fisik Stempel Kliring®
kemudian l)uul,.\h menjadi dan Stempel Klnmgj
kantor cabang, dapat meng- Dibatalkan;
ubah status kepesertaannya
menjadi  Peserta Tidak (3) formulir Penunjukan
Langsung sepanjany  terdapat Pejabat Yang Der-
kantor lain dari {3ank tersebut wenang untuk Menanda
yang telah meniadi Peserta tangani Surat Ketera-
Langsung di WWilayvah Kliring ngan I’cnulukfm dn.n
yang sam. Daftar Warkat Yang Di-
tolak dengan Alasan
4’ Peserta Tidak Liegsung dengan Kosong scbagaimana
status kantor calwuing |)(,.nhlm11' contoh pada Lampiran
yang kemudian “wrubali men- 7 vang telah diisi leng-

t Penuncdang-undanpan No. 196075 2000 I
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PENYELENGGAL AAN KLIRING LOKAL SECARA SEMT OTOMATIS
(Surat Bdaran Bank Indonesia Nomor

2/8/DASP “langgal 4 Mei 2000)

(Sambungan Nomor 1960/Senin, 12 Juni 2000)

b.  Kemungkinen Perubiivin status kan-
tor Peserta yang <diikuti dengan
perubahan status kepeseriaon

)

3)

w Perundang-undangan iNo. 1960/5

Peserta Langsung dengan status
kantor cabang voug kemudian
berubah menjadi “antor cabang
pembantu, dapit mengubah
status kepescitaunnyn menjadi
Peserta Tidak .angsung sepan-
jang terdapat kantor lain dari
Bank tersebut vang telah men-
jadi Peserta l.angsung di
Wilayah Kliring vang saa,

Peserta Tidak ! “suny dengan
status kantor cabung yang
kKemundian boeaisnh menjadi
kantor cabang pembantu, dapat
mengubah stati. kepesertaan-
nya menjadi Pesceria Langsung
sepanjang memperoleh izin
dari Bank Indonesia untuk
menjadi kamor cabang pem-
bantu di Wilares Kliring yang
berbeda dari Lantor cabang
induknya

Peserta Langsung dengan status
kantor cabang permbantu yang
kemudian berubah menjadi
kantor cabang. «apal meng-
ubah status kepesertaannya
menjadi  Pererta Tidak
Langsung sepanjang lerdapat
kantor lain dari Bank tersebut
yang telah moenjadi Peserta
Langsung di Viiayah Kliring
yang sami.

Peserta Tidak Livgsung dengan
status kantor cabaing pembantu
yang kemudian orabal men-

S 000)

(&

jadi kanter cabang dapat meng-
ubah staws kepesertaannya
menjadi Langsung,

Dalam hal perabahan status kantor
Peserta tidak diikuti dengan
perubahan status kepes:rtaannya
dalam  Kliring Lokal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a.1) sampai
dengan  ad) maka .

Penyelenggara adalah pihak
lain yang memperoleh per-
setujuan Bank Indonesia

a) Peserta tersebut wajib
melaporkan perubahan
siatuy kantornya kepada
Penyelenggart paling lam-
bat 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal elektif
perubahan status kantornya
dengan melampirkan :

(1) fotokopi  dokumen
perizinan/persetujuan
perubahan status kantor
kantor Peserta;

(2) fisik Stempel Kliring:
dan Stempel Kliring
Dibatalkan; :

(3) formulir Penunjukan
Pejabat Yang DBer-
wenang untuk Menanda
tangani Surat Ketera-
ngan Penolakan dan
Dafltar Warkat Yang Di-
tolak dengan Alasan
Kosong schagaimana
contoh pada Lampiran
17 vang telah diisi leng-

fil
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Penyelenggara wajib meng-
umurnkan secara tertulis
kepada Pescrta  lainnya
mengenai perubahan status
kantor FPeserta tersebut
paling Jambat 2 (dua) hari
kerja sebelum tanggal efek-
tif perubahan tersebut di-
sertai fotokopi contoh
Stempel Kliring dan Stem-
pel Kliring Dibatalkan,

Dalam hal Peserta meng-
ajukan penggantian wakil
Peserta  sehagaimana
dimaksud dalam huruf a)
(4) maka TPWPK untuk
wakil Peserta yang baru
akan diberikan pada tanggal
efektif pervbahan dengan
mengembalikan TPWPIK
lama.

Dalam hal pecubalian statos
kantor Peserta ditkuti den-
gan perubahan status
kepesertaan dari Peserta
Tidak Langsung menjadi
Peserta Langsung’ sebagai-
mana dimaksud dalam
huruf b.2) dan b.4) maka :

I) Peserta tersebut wajib
mengajukan per-
mohonan secara tertulis
untuk menjadi Peserta
Langsung kepada
Penyelenggara dengan
melampirkan :

a) Formulir ~ Data
Kepescriaan sebagai
mana concol pada
Lampiran 10 yang
telah diisi leagkayp;

ma Perundang-undangan No. 1960{Senin. 12-6-2000

<

b) Formulir Penunju-
kan Pejabat Yang
Berwenang untuk
menandatangani
Surat Keterangan
Penolakan dan Daf-
tar Warkat Yang
Ditolak Dengan
Alasan  Kosong
sehagaimana contoh
pada Lampiran 17
yang telah diisi
lengkap:

¢) Formulivr Penun-
jukan Wakil Peserta
sebagaimana con-
toh pada Lampiran
IS vang telah diisi
lengkaps.

Penveleneeara dalam
mempertimbangkan
permohonan tersebut
wajib memperhatikan
persyaratan sebagai
mana dimaksud  dalam
angka 1V.ALL dan tata
ciara  schagaimana
dimaksud dalam angka
IV Ta dan TV.B.2.a.

Dalam hal perubahan s.atus kantor

Peserta akan

ditkuti denzan peruba-

han status kepesertaan dari Peserta
Langsung menjadi Peserta Tidak
Langsung sebagaimuana  dimaksud

dalam hurul

b.1) dan b.3) maka :

3] Peserta tersebut wajib mengaju
kan permozionan secara tertulis

untuk

Langsung  kepada

menjadi Peserta Tidak
Penyeleng-

gara dengan melampirkan

J-3
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b) Penvelencgeara wajib meng-
3 g4 J g

umurnkan secara tcrtulis
kepada Pescrta  lainnya
mengenai perubahan status
kantor Peserta tersebut
paling lambat 2 (dua) hari
kerja sebelum tanggal efek-
tif perubahan tersebut di-
sertai fotokopi contoh
Stempel Kliring dan Stem-
pel Kliring Dibatalkan,

b) Formulir Penunju-
kan Pejabat Yang
Berwenang untuk
menandatangani
Surat Keterangan
Penolakan dan Daf-
tar Warkat Yang
Ditolak Dengan
Alasan  Kosong
sebagaimana contoh
pada Lampiran 17

yang tclah diisi
¢) Dalam hal Peserta meng- lengkayy:
ajukan peaggantian wakil
Peserta  schagahimana ¢) Formuliv Penun-
dimaksud dalam hurul @) jukan Wakil Peserta
(4) maka TPWPK untuk sebagaimana con-
wakil Peserta yvang baru toh puda Lampiran
akan diberikan pada tanggal 8 yang telah diisi
efektif perubahan dengan lengkay.
mengembalikan TPWIIK
lama, 2) Peovelengeara dulam
mempertimbangkan
d. Dalam hal pecubahan status permohonan tersebut

kantor Peserta ditkuti den-
gan perubahan status
kepesertaan darm Pesertu
Tidak Langsung menjadi
Peserta Langsung sebagai-
mana dimaksud dalam
huruf b.2) dan b.4) maka :

I) Peserta tersebut wajib
mengajukan per-
mohonan secara tertulis
untuk menjadi Peserta
LLangsung kel
Penyelenggara dengan
melampirkan :

(¢

wailh memperhatikan
persyaraian sebuagal
mana dimaksud  dalam
ancka VAL dan tata
cara  schagaimana
dimaksud dalam angka
IV T dun TV.B. 2.,

Dalam hal perubahan s.atus kantor
Peserta akan ditkuti denzan peruba-
han status kepesertaan dari Peserta
Langsung meniadi Peserta Tidak
Fangsung sehagaimana  diviaksud
dalam hurul b.1) dan b.3) maka :

) Peserta tersebut wajib mengaju
kan permozionan secara tertulis
untuk menjadi Peserta Tidak
Fangsung  kepada Penyeleng-
sara dengan melampirkan :

a) Formulir  Data
Kepescrtaai sebagai
mana contoh pada
Lampiran 16 yang
telah diisi leagkap;

wta Perundang-undengan No. 1960{Senin. 12-6-2000) J-3
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a) formulic D kopeser
taan schagaimana con-
toh pada Lampiran 16
yang telah diisi tengkap;

b) formuiir Peaunjukan
Pejabat Yang Ber-
wenang menandatan-
gani Surat Keterangan
Penolai an dar Daltar
Warkat Yanu Ditolak
Dengan Alasan Kosong
sebagiimana contoh
pada Lampiran 17 yang
telah diisi lengkap:

¢) TPWPK untuk dikem-
balikan kepada
Penyelciggara.

2) Penyelenggara daliin menmper-
timbangkan permohenan Ler-
sebut wajib mcemperhatikan
persyaratan  scbagaimana
dimaksud dalam angka TV.AL2
dan tata cara schagaimana
dimaksud dalam angka IV.B.1.h
dan TV.B.2.b.

Wakil Peserta
Peserta Langsung wajib roenunpik waki!
Peserta sekurang-kurangova 2 (dua

orang yang mempunyii kewenangan
untuk membuat dan mernadatangan

a. Bukd Penyerahan Relbnan Warkal
Kliring Penverahan;

b, Bukti Penyerahan Rebavias Mareae
Kliring Pengembalian:

¢. Daftar Warkat Kliring Pooveraiag
Menurut Bank Peneriia:

mdang-wadangan NedIOOOIS i 2002000

et ik g Penyerahan
Menerul Bank Pengirim;

¢.  Duitar Warkal Wiiring I"engembalian
Menurat Bank Penerinma

[, ixaftar Warkat Eliving Pengembalian
Seanret Bank Congivios:

g, Miiyet Salde Kiiving (BSK),
cort mienandatiagani dan mencan-
Dtk nama slas sebagal tanda
terima pada Datiar Warkat Kliring
Penverahan/icngembalian yang

diterivgn dart Pooerta lain,

Wakil Pesarta tersehn wiagib didaltarkan
kepada Peevelenggara dengan menyam-
paikin curat permoenonan yang dilampiri
denean

a0 Vosmntie Peneniokan Wakil Peserta
cobogaimana ecaoh pada Lampiran
i s relah diig dengkap;

P R e T
Shaa

Cachanyak 2 (dua)

&l ‘-\:-p:,l\:'-i P B

iy e wakil Peserta

i }!\ it
Pegareey - wniil o Ik pertama
bali f koo pade s kantor Bank

mepen o permoets s wniuk menjadi
Pesertn §oiasung keeadn Penpyelenggara
dan  o-alas berlak tersamnan dengan
panes siocae kil kel orinen Kantor Bank
STE] R RO B

Paad s i 7 oemarti b iR eengganti atau
mer aceeh wakil Peeecta maka Pegerta

waft aoapakon sernehonan Secara
forkate  epaedn Posccinigiara dengan
e il Rela i (Snpn w2,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

Wakil  Peserta tidak diperkenankan
menerima setoran Warkat dari
nasabah di tempat Penyclenggara
untuk langsung dikliringkan.

Kegiatan Peserta di tempat Penyelenggara
Pada saat pertemuan Kliring Penverahan
ditempat Penyelenggara wakil Pesert
meliakukan kepiatan sebagai berikig

o Wakil Pesera wagib buidiv dadam per-
temuan Kliring Penyerahian pad jad-
wal vang telah ditetapkan  denean
mengisi Dattae Vladiv vang disedinkan
Penvelenggar,

Dalam  hal wakil Pescerta hadir
melewati batas akhir jadwal Kliring
Penyerahan vang ditetapkan  maks
Wakil tersehut tidak
diperkenankan menycerahkan Warkat
kepada Peserta

P oSl

lain dan Rekaman
Wirkat kepada Penyclenggara untulk
voperhitungkan  daiam hari Kliring
coosehat o namiun wails
Warkae dari Peserta Lain,

A R S TN

Kegiaten wakil Peserta vang terlam-
Bat tersebut akan diamdal alih oleh
Petugas Penyelenggara sebagaimana
dijelaskan pada angka 3.0,

b Menyerahkan disker serta Bukt
Penyerahan Rekaman Warkae Kliving
Penyerahan rangkap 2 (dua) keoada
Penyelenggara dengan menunjukkan
TUWPK yang berlaku.

oo Mencerima lemhar kedua Bulk
Penyerahan Rekaman Warkat yang
telah ditandwangani dan diberi nama
lelas petugas Penyelenggira sebagai
vainda persetnjuan

Warkat.

pendistribusian

aoo Menverahkan ke
Peserta Penerima

WS- moasing

)

i Lembar perian Daltar Kliring
Penyerahan: ;
2) Warkat.

c.  Nhenerima Warkar dan Daitar Warkat
Kliring Penyeranan dari Peserta Pe-
TR R 6

[, Neacocokan diterima

BT O T P Y

Fenverahan

v diterima, Apabita 1odapat pei-

Bedlana aataEa » cabo 0 o nean dmn

Pt Warkat wtivieo Uenverahan,

Warkar vane
Wit Poserta Tnin o

R Mo ST

M Leseria wan e e clesaikanns o

s bdlsoieol o e S sevta Lo

SRR ST IR

Re Mesabobobhkan veeda aungan ding

mencantimkan nama jelie pads Dol
e MWarkat Kliviee Pecvaban sne
ch i s menecies ian temban
bepada Pengirim
s Bk pencrima s Warke e
e

HETR P |
ik R L

be o Meserima Rekepiieinad Kliring
Femvewaian dart Perveiciiagara,

Kegint Petagas Punveicnorac

Winkat cdam Bukii
Peinveraiian Rekiie Soeka Kliring
Peiverahan seria ticrnerilien 1TPWPK
vane dikenakan AWkl e o,

A o~ serima

h.  Memcriksa Sterapel Riving pada
. ] e
kit Penverahae Mebceiom Warkat

KNl Penyerahin.

¢ Memoriksa tanda tanesed dan nama

Jelas aNakRil Presicer,

do Mencocokkan sadi Pese rta pada
Bokii Penverahan Rekcnan Warkat
Klcase Peonyeraban denean sandi
Peseria pada Stenpei Bliving dan
TPV


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

‘Khusus untuk penolakan Nota Debet
sebagaimena dimaksud dalam huruf
a. 2), dalam SKP harus dituliskan
nomor, tanggal, dan nlai nominal
Nota Debet serta alasan penolakan
yaitu "nilai nominal Nota Debet diiitas
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah)". SKP tersebut kemudian
diberi tanda tangan dan nama jelas
pejabat yang berwenang. Contoh for-
mat SKP dapat dilihat pada Lampiran
20. Dalam hal warkat ditolak pem-
bayarannya karena diduga (erdapal
hubungan dengan suatu tindak pidana
sesuai dengans urat lapor dari pihak
berwajib, selain membuat SKP, Peser-
ta tertarik juga harus menahan
Warkat tersebut dan membuat Sural
Keterangan Penahanan Warkal
cangkap 2 (tiga) yang ditujukan
kepada nasabah penyetor, Peserla
yang mengkliringkan dan
Penyelenggara. Contoh Surat
Keterangan Penahanan Warkal ter-
sebut, dengan dilampiri fotokopi surat
hukti lapor dari kepolisian dan
fotokopi Warkat yang bersangkutan,
Dalam hal terdapat kesalahan dalam
Warkat kredit maka pengembaliannya
tidak dapat dilakukan melalui per-
temuan Kliring Pengembalian, namun
dupat dilakekan melalui Kliring
Penyerahan segera setelah diketahui
adanya kesalohan dengan menerbil-
kan Warkat baru.

Merekam data setiap lembar Warkat
vang ditolak ke dalam disket utama

dan cadungan.

Mencetak hasil

berupa

rekaman tersebut

1) Bukti Penyerahan Rekaman
Warkat  Kliring  Pengembalian
datam rangkap 2 (dua);

enneelzag-indangan No 1960 Seain, 12-60-200:

p

€.

2) Dattar Warkat Kliring Pengems-
balinn  menurut  Peserta
Penerima dalam rangkap 2
(dua):

3 Surat. Keterangan Penolakan
(SKP) dalam rangkap 2 dengan
pembagian, 1 (satu) lembar
untuk nasabah dilampirkan
pada Warkat dan 1 (satu) lem-
bar lagi untuk arsip Pesertag

4) Daltar Warkat Yang Ditolak
Dengan Alasan Kosong scbagal
penveanti tembusan SKIP untuk
Penvelengpara.

kebenaran
direkam kemudian membubuhkan
tanda tangan dan mencantumkan
nama jelas serta stempel kliring pada
dokumen-dokumen sebagaimana
dimaksud pada hural o b atas,
Khusus untuk SKP harus ditandatan-
gani oleh pejabat yang spesimen
tanda tanganoya telah terdaltar pada
Penyelengeara sesuai dengan Sura
Penunjukan Pejabat yang berwenang
menandatangani SKP.

Menelit data yang

Kegiatan Peserta di tempat Penyelenggara
Kliring

P (44
balian di

pertemuian
tempat

Kliring  Penoem-

Penyelenggara, wakil

Peseria melakuwan kegiatan  schagi
heriku

Wikl Pescsta b dakiom pertamnim
Kliring  Pengembalian puda jedwal
vang telab ditetapkan dengan mengisi

Daltar Madir vang discdiakan
Penvelenpeari, Daiam hal woakil
Peserta hadir mielewati batas akhir

jadwal  Khirvinge Pengembation vang
ditetapkan mat o wakil Peserin vang
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Memesiksa Stempel Kliring pada
Bukti Penyerahan Rekamar Warkat
Kliring Pengembalian, Apabila telah
mclampaui jadwal Kliring Pengem-
balian, Penyelenggara berhak
menolak Rekaman Warkat yang di-
scrahkan Peserta.

Memeriksa tanda tangan dan nama
jelas wakil Peserta.

Menococokkan sandi Peserta pada
Bukti Penyerahan Rekaman Warkat
Kliring Pengembalian dengan sandi
Peserta pada stempel kliring dan
TPWPK.

mencocokkan jumlahlembar dan
nominal Rekaman Warkat Kiiring
Pengembalian degnan Bukti
Penyerahan Rekaman Warkat Kliring
Pengembaliang

Memproses disket Relaman Warka
vang disampaikan wakil Peserta.

Menggabungkan Rekaman Warkat
Kliring Pengembalian dari scluruh
Peserta Penerima.

Mencetak Bilyet Saldo Xliring
Penyerahan  dan Pengembalian Per
Peserta Kliring.

Menardatangani dan mencantumkan
nama jelas petugas Penyelengpara
pada Bilyet Saldo Kliring Penyrahan
can Pengembalian dalam rangka 2
(dua).

Mendistribusikan Bilyet Saldo Kliring

Penyerahan dan Pengembalian

schagai berikut:

1 Lembar  pertama
Penyelenggara;

untuk

[
—

Lembar kedua kepaua masirg-
masing Peserta;

indlang-renelangan No 1960/Senin, 12-6-2000

Denpan didistribusikannya
bilyel Suldo Khring
Penyerithan” dan Peneembalian
maka  Kliring  Pengembalian
dinyatakan berakhir,

Apabila wakil Peserta behinn hadir
sampar degnan batas akhiv jadwal
Kliring  Pengembalian yang ditetap-
kan, Penyelenppara akan melak-
sanaliin kegiatan sebagaimana
dimeksined dakim angha 2 harul g, h,
g, dan K oatas nama wakil Peserta
yang bersangkutan Dalam  hal
kemudian wakil Deserie hadir
schclum Kliring Pengermbalian
dinyatakan berakhir  maka Legiatan
sebagaimana dimaksud dalanm ngka
2 hured g, hod, §, den K ovang belum
dilaksanakan — alch petugas
Penyelengeara akan dilanjuikan oleh
wakil  Peserta yang bersangkutan,
Seluruh Warkat Debet tolakan vang
ditnjukan kepada Peserta vang ter-
lambat akan diserahkan oleh
Penyelenggara kepada Peserta yang
bersangkutan pada saat wakil Pesreta
yang bersangkutan  hadir, Apabila
wakil Peserta tidak hadiv siompai Kli-
ring Pengembalian dinvatakan  ber-
akhit maka Penyelenggara akan
menghubungt Peserta untuk  meng-
ambil Warlar Debet tolakan dari
Pesertic Jain,  Rekapitulasi
Pengembalian dan BSK. Scimentara
ita, peshitungan atas Warkat Debel

Tolakan ving tidak dapat dicrahkan

pada pertemuanKliring Pengentbalian
diselesaikan berdasarkan kesepakatan
Peserta vang terkait. Namur. Peserta
yang bersangkutan wajib menyampai
kan Warkat Debel tolakan beserta
lembar | dan 2 SKP kepada Peserta
I

pencrima tolakan dan lembar ketiga
SKP Lepida Penyclenggara pada saat
Kliring Pengembalian terseiai,

o

Kliring

R S ——

I e R A e

e T P

St o

P S S S S S
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I Melekukan verifikasi terhadap tanda
tangan pejabat pada SKI sebelum
diteruskan untuk disampaikan kepada
Bank Indonesia.

m. Membuat back up data kliring harian
ke dalam disket.

n.  Membuat data interface untuk Tata
Usahe Cek/Bilyet Giro Kosong.

Penyeiesaian Akhir

Penyelesaian Akhir atas hasil Kliring
dilakukan dengan membukukan hasil klir-
ing pada masing-masing rekening giro
Peerta di Bank Indonesia. Dualam hal
Penvelenggara  adalah pihak  lain yang
memperoleh persetujuan Bank Indonesia
maka Peryelenggara akan melimpahkan
hasil Kliring masing-masing  Puserta ke
rekening giro kantor lain dari Peserta di
Bank Indonesia yang telah ditetapkan.
Proscdur Penyelesaian Akhiv dilakokan
sehuagai berikut

. Penvelengpara melimpahkan hasil
Kliring dengan cara mengirimkan in-
formasi hasil Kliring berdasarkan
Bilyet Saldo Kliring ke Kantor Bank
Indonesia yang  ditetapkan  melalui
sarana teleks sctelah dilakukan test
key arrangement. Dalam Keadaan
Darurat dimana tidak dimungkinkan
menggunakan sarana teleks maka
pelimpahan tersebut dapat dilakukan
dengan sarana telepon dan di kon-
lirmasikan kemudian dengan teleks
apabila penggunaan teleks sudah
dimungkinkan. Dalam hal terdapat
perbedaan BSK antara penyampaian
konfirmasi melalui sarana teleks dan
penyampaian melalui sarana telepon
maka vang akan  digunakan adalah
BSK yang disarapaikan melalu, sarana
telexs.

o Pernsdang-undangan No. 1960/Senin, 12-6-2000

V1.

A,

Bank Indonesia akan mengoreksi
pembukuan BSK tersebut berdasar
kan konfirmasi teleks yang dikirim
Penyelenggara.

2. Atas dasar instruksi pelimpahan
tesrsebut, kantor Bank Indonesia
membukukan hasil Kliring ke reke-
nine kantor lain dart masing-masing
Pecrta yang ada di kantor Bank In-
donesia tersebut.

J

3. Tanggal valuta pernbukuan hasil Klir-
ing adalah sama dengan tanggai hari
Kliring yang bersangkutan (same day
seltlement).

4. Apabila terdapat kesalahan perhitu-
npan hasil Kliring  yang diketahui
selelah hasth Kiiring tersebut dilimpah
kan ke Bank Indonesia, maka
penyelesaiomnya dilakualan antara
Peovelenggara dengan Peserta.

5. Dalam Keadaan Darvarat dimana
tdak dimungkinkan  menggunakan
sarana teleks dan telepon maka
ketentnan sebagaimana dimaksud
dibim aneka 3 tidak berlako dan
pelimpahan serta pembukuan hasil
Rlivine Jdupat ditakukan pada hai
kerjo baerdkutnya.

JADWAL KIIRING DAN
PAHAN HIASIHL KLIRING

PELIM-

Jadwal Klirimge Lokal

Jadwal penyelenggaraan Kliring  Lokal
serta judwal pelimpahan hasil Kliving
ditetaphan oleli Penyciengpara dengan
persetujuan Bank indoncsia yang
mewilayahi. Jadwal Kliring lLokal yang
ditetapkan merupakan rentang woktu bagi
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wakil Peserta diperkenankan untuk hadir
dan mendistrabsikan warkat pada proses
penvelenggearaan Penverahan
Pengembalian,

Ty

Sebagai contoh

a. Jadwal Kliring Penyerahan ditetapkan
pukul 1030 swpai dengan 11,00,
Hal ini berarti brihwa kehadiran wakil
Peserta dan proses pendistribusian
Warkat dapat dimulai pada pukul
10.30 dengan batas akhir kehadivan
wakil Peserta pukue 11.00.
Apabila wakil Peserta hadir pada
pukul TLOO maka wakil Peserta vang
bersangkutan masi dapat men-
distribusikan Warkat. Namun apabila
wakil Peserta hadir sctelah pukul
FLOO maka wakil Pescerta yang ber-
sungkutan  dianggap terlambal dan
lerkena ketentuan pada angka Vv
hurul A.2.a.

h. Jadwal Kliring Pengembalian diietap-
kan pukul 13.00 sampai dengan 13.3().
Hal ini berarti bahwa kehadiran waki!
Peserta dan proses pendistribusian
Warkat Debet tolakan dapat dimulai
pada pukul 13.00 dengan batas akhir
kehadiran wakil Peserta pukul 13.30),
Apabila wakil Peserta hadir pukul
13.30 muka wakil Peserta yang ber-
sangkutan  masih  dapat men-
distribusikan Warkat Debet tolakan.
Numun apabila voakil Peserta hacdir
setelah pukul 13.30 maka wakil Peser-
L yang bersangkutan diangeap ter-
Lumbat dan terkena ketentuan pada
angka Vo hureul 2.

Judwal Kliring Lokal divmumbkan secii
tertulis oleh Penyelenvgara,

Pelimpabian hasil Kliring

art Verandang-tintedeancan Noo 19 Senin, 12-0. 2000

VII.

VIII.

Fadwal pelimpahan hasil kliving ditens
L oleh Penyelengaara dengan pe
setujuan Bank ITndonesia vimg mewilaya
Utsulan "adwal Pelimpahan tersehut «
sampaikan Penyelenygora kepada Bay

Indonesia — bersamaan  dengan  usuls
Jadwal  Kliving  Penyerahan dan Jadw

Kliving Pengembalian,

RENCANA PENANGGULANGA]
DEGLERA  ATAS  PENYELENG
GARAAN KLIRING LOKAL DALAN
KEADAAN DARURAT

Penvelenggara wajib memiliki rencan:
penanggulangan sener ava
penvelengpare Kliving  Lokal dalan
Keadann Darerat dengan berpedoman
pada ketentuan dalam Sural Edaran Bank
Indonesia: Nomor  /E/ADASP taneeal 24
Desember 1999 perihad Rencana Penang.

sulimgan Scegerit Atas Penyelengparinn

nf i

Sliring Lokal Palam Keadaan Darara,
SANKS]

Penvelenggara yang* tidak memeouhi

Ecwajiban sebagaimana dimaksud dalam

angka 1 ohwrol BoL dan 3.2 dikenakan
sanksi teguran secara tertulis,
Penvelengearn yany tidak  mencruskan

secara tertubis informasi mengenai
pevalihan Nota Debet kepada Bank Ia-
donesin yang mewilavahi sebagaimana

dimaksed dalaom aneha 1 harul B3 akan

dikenakan sankst kewajban membavar
cebesar Rp  1O00O00480 (seratus ribu
repn) untuk seting penolakan Noia

R T T 1 TR T Y e

l Y . »'q ey s . v .
We-nyRlitfieaara vage R duk

memenuhi
kerahasinan

SRR B

Utk ey

VEaER]

iep sasge BeTkaaad deican penveleny-

soiaai Kliring schagaimana dimaksud

daiim angka [ hoeat 144 dikenakan <enksi
B i penghention sebagai

Ponveieneoarsy,
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Wakil Peserta yang tidak mengenakan
TPWPK akan dikenakan sanksi leguran
tertutis  kepada  Peserty oleh
Penyelenggara.

Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud
dalam angka 4 tidak dindahkan maka
Penyelenggara memberlakukan ketentuan
fiengenai keterlambatan kehadiran wakil
Peserta sebagaimana dimaksud  dalam
angka V huruf A.2.a dan huruf B.2.a.

LLAIN-L.AIN

Bank Indonesia akan menycdiakan pro-
grant dan pedoman teknis SOKL kepada
Penyelenggara maupun - Peserta Kliring
yanz akan dikinikan dari wakty J.e waktu,
Pedoman teknis SOKI. terscehut
Merupakan  acuan  bagi Penyelenggara

T T v e e Cr——— . S

XL

mespan Peserta dalim mengoperasikan
Jrogram SOKIL. dalam penyelenggaraan
Kliring secara seini otomasi.

PENUTUP

Denga beelakunya Surat Bdaran Bank In-
donesia ini maka Surat Edarar, Bank In-
donesia- Nomor 25/138/UPG tanggal 14
Mirret 1993 perihal Penycelenggaraan Klir-

ing Lokal Semi Otomasi dinyatakan tidak

berlaku,

Ketentuan dalary Surat Edaran in ber-
laku sejak tanppal 4 Mei 2000,

Agar sctiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengumuman Surat
Edaran Bank Indonesia in; dengan
penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia,

Demikian agar Saudara maklum,

BANK INDONLESIA,

td,

HARMAN SALIM
DEPUTI DIREKTUR AKUNTING DAN

SISTEM PEMBAYARAN

rta Perundang-undangan No. 1960/Senin, 12-6-2000
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